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ABSTRAK

Dinamika penerapan hukum pidana sampai sekarang belum menghasilkan
efek jera seharusnya dapat menemukan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan
dapat digunakan sebagai solusi dengan mengedepankan konsep restorative justice
berupa mediasi penal untuk perkara-perkara tertentu. Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis dan mengkaji tentang implementasi mediasi penal dalam mendukung
terwujudnya restorative justice pada Lapas Terbuka Kelas Il B Kabupaten Kendal
Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan
menggunakan pendekatan analisis empiris serta didukung dengan bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan
wawancara langsung dengan pejabat di kantor Lapas Terbuka Kelas Il B Kabupaten
Kendal dan metode pengumpulan data sekunder menggunakan data kepustakaan.
Metode analisis data dengan menggunakan metode kualitatif empiris.

Hasil penelitian menunjukan bahwa yang pertama: mediasi penal memiliki
peranan penting penanganan perkara yang ada di Lapas Terbuka Kelas Il B
Kabupaten Kendal. Hal ini dikarenakan mediasi penal dilakukan dengan
mempertemukan pelaku dan korban dengan penengah aparat hukum yang bertujuan
untuk merestorasi kembali pelaku ke arah yang lebih baik dan dapat diterima
kembali di masyarakat secara sosial bersama dengan keadilan restoratif yang
hakikatnya memberi- hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat
mendidik sehingga memberi manfaat balk kepada pelaku maupun korban.
Penyelesaian suatu perkara dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil
keputusan untuk kepentingan bersama merupakan budaya asli bangsa Indonesia
agar diterapkan menyelesaikan suatu konflik yang belum memiliki payung hukum
kuat sebagaimana pada sila ke 4 Pancasila. Kedua; Pelaksanaan Mediasi Penal
dalam mewujudkan restorative justice di Lapas Terbuka Kelas Il B Kabupaten
Kendal dapat dilakukan dengan model victim offender mediation. Model ini ideal
di implementasikan karena dapat memberikan kepastian hukum dan memiliki
keunggulan lainnya; a. model ini tidak melibatkan banyak pihak dalam arti pihak.
b. limitasi pelibatan para pihak akan mengurangi gesekan pendapat dan c. praktik
di dunia internasional model ini terbukti berhasil mencapai kesepakatan sah tanpa
melalui pengadilan dan menghindari penumpukan perkara. Penerapan model victim
offender mediation maka pihak pelaku maupun korban dapat mengajukan
kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama
sehingga, solusi yang didapatkan bersifat “win-win”. Selain itu, melalui mediasi
penal ini akan memiliki implikasi yang bersifat positif karena dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, karena memberikan
solusi yang lebih cepat, murah, dan memenuhi rasa keadilan sehingga persepsi
masyarakat telah berubah cara pandang hukum pidana yang cenderung statis,
dengan fokus pada penyelesaian sengketa yang lebih humanistis dan berorientasi
pada nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat.

Kata kunci: mediasi penal, restorative justice, upaya ideal.
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ABSTACT

The dynamics of criminal law enforcement so far have not produced a
deterrent effect; it should be able to achieve justice, order, and welfare, which can
be used as a solution by prioritizing the concept of restorative justice in the form of
penal mediation for certain cases. The purpose of this research is to analyze and
examine the implementation of penal mediation in supporting the realization of
restorative justice at the Class 11 B Open Prison in Kendal Regency, Central Java
Province.

This research is a sociological juridical legal study using an empirical
analysis approach and supported by primary and secondary legal materials.
Secondary legal materials were obtained through direct interviews with officials at
the Class Il B Kendal Open Prison office and secondary data collection methods
using library data. The data analysis method uses the empirical qualitative method.

The research results show that, first, penal mediation plays an important role
in handling cases at the Class Il B Open Prison in Kendal Regency. This is because
penal mediation involves bringing together the perpetrator and the victim with a
mediator from the legal apparatus, aiming to restore the perpetrator to a better path
and reintegrate them socially into the community, alongside restorative justice,
which essentially punishes the perpetrator but in an educational manner, benefiting
both the perpetrator and the victim. Resolving a case by prioritizing deliberation in
decision-making for the common good is an indigenous culture of the Indonesian
nation, which should be applied to resolve conflicts that do not yet have strong legal
backing, as stated in the fourth principle of Pancasila. Second; The implementation
of Penal Mediation in realizing restorative justice at the Class |1 B Open Prison in
Kendal Regency can be carried out using the victim-offender mediation model. This
model is ideal to implement because it can provide legal certainty and has other
advantages; a. this model does not involve many parties in the sense of parties. b.
limiting the involvement of parties will reduce friction in opinions and c. the
practice of this model in the international arena has proven successful in reaching
legitimate agreements without going through the courts and avoiding case
backlogs. The application of the victim-offender mediation model allows both the
perpetrator and the victim to propose, agree upon, and negotiate compensation
together, resulting in a "win-win" solution. Moreover, through this penal mediation,
there will be positive implications as it can enhance public trust in the criminal
justice system, providing quicker, cheaper solutions that fulfill the sense of justice.
This has shifted public perception, changing the view of criminal law from being
static to focusing on more humanistic dispute resolution and being oriented towards
the values that live within the community.

Keywords: penal mediation, restorative justice, ideal efforts.
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dimensi ilmu hukum pada dasarnya sangat luas seperti sebuah
“pohon”, hukum adalah sebuah pohon besar dan rindang yang terdiri dari
daun, akar, ranting,batang, buah yang teramat lebat. Karena begitu lebatnya
hukum tersebut dapat dikaji dari prespektif asasnya, sumbernya,
pembedaannya, penggolongannya, dan lain sebagainya. Apabila dikaji dari
prespektif penggolongannya hukum dapat diklarifikasikan berdasarkan
sumbernya, bentuknya, isinya, tempat berlakunya, masa berlakunya, cara
mempertahankannya, sifatnya, dan berdasarkan wujudnya: Berbicara
mengenai hukum, maka sudah dipastikan melibatkan masyarakat karena
hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.! Menurut Von Savigny,
hukum itu tidak dibuat melainkan berkembang dan tumbuh bersama
masyarakat.” Oleh karena itu hukum diciptakan untuk membatasi dan
mengatur masyarakat agar tertib, aman, dan damai. Dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari, pelaksanaan hukum memiliki arti yang penting
karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian dan
memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga hal tersebut harus dapat
diwujudkan dan diimplementasikan pada pelaksanaan hukum itu sendiri.

Hukum harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang dan semua orang

1

Susila, “Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial.”



sama dimata hukum (equality before the law). Apabila hukum tidak
dilaksanakan, maka hukum tidak akan bermakna dalam kehidupan
masyarakat dan peraturan hukum ituakan mati dengan sendirinya.
Mengenai mekanisme penegakaan hukum dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), karena dalam KUHAP terdapat tata cara atau prosedur sistem
peradilan pidana indonesia. Penegakkan hukum pidana dimulai dari proses
penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut
umum dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim. Berhubungan dengan hal
tersebut, Sauer memberikan tiga pengertuan dasar dalam hukum pidana,
yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.® Arah kebijakan hukum
bertujuan menjadikan hukum sebagat aturan yang memberikan perlindungan
bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan di generasi di masa
depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus
mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.?
Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya
harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa

Indonesia adalah negara hukum.?® Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip

2
3

Astomo, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945.”

M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch,”
Legalitas, vol. 4, no. 1, pp. 130-152, 2013.



tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip negara
hukum Indonesia bukan hanya diimplementasikan dalam kehidupan
masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan
pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Pengaturan terkait restorative justice di Indonesia dijelaskan dalam
beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 6 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Selain itu, restorative justice juga dijelaskan dalam Pasal 1
angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya
disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan
Kejari 15/2020).

Dilihat dari sudut pandang sejarahnya, hukum pidana yang bersifat
hukum publik telah melalui perubahan panjang. Perkembangan hukum
pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan
kepentingan orang lain dan disusuli oleh suatu pembalasan. Pembalasan
umumnya tidak hanya merupakan kewajiban seseorang yang dirugikan atau
terkena suatu tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban seluruh
keluarga dan bahkan masyarakat secara umum. Namun seiring berjalannya

waktu, terjadi perubahan dan dinamika masyarakat yang sangat kompleks di



satu sisi, sedangkan pada lain sisi yaitu terhadap regulasi pembuatan
peraturan perundang-undangan sebagai sebuah kebijakan legislasi yang
bersifat parsial ternyata sifat publik dalam hukum pidana bergeser karena
relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktekkannya
mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan.
Mediasi penal atau mediation in criminal cases, mediation in penal matters,
victim offenders mediation, offender victim arrangement (Inggris),
strafbemiddeling (Jerman) dikenal sebagai alternative dispute resolution
(ADR) dalam ranah hukum privat (bijzondere belangen) merupakan suatu
upaya penyelesaian hukum altematif yang menempuh jalur lain daripada
cara-cara penyelesaian perkara secara yuridis tradisional. Satu dari berbagai
faktor pendorong lahirnya konsep mediasi penal (mediation in criminal
cases) ialah meningkatnya volume perkara.*

Regulasi pelaksanaan media penal saat ini telah diatur di beberapa
aturan seperti: Perja Nomor 15 Tahun 2020: Peraturan ini mengatur tentang
pelaksanaan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, SK Badilum
Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020: Keputusan ini mengatur tentang
pelaksanaan mediasi penal di lingkungan Badan Peradilan Umum dan
Perpol Nomor 8 Tahun 2021: Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan
mediasi penal di lingkungan Polri. Penggunaan mediasi penal sebagai

alternatif penyelesaian perkara khususnya dalam tindak pidana penipuan

4 Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan

Perkara ‘Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.””



bukanlah hal baru dan tidak ada suatu keharusan untuk dilaksanakan
melainkan tergantung pada sikap aparat penegak hukum.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, mediasi penal yang
merupakan sebuah terobosan hukum mempunyai manfaat yang banyak bagi
keduabelah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri
kepada pelakudan korban. Melalui mediasi penal proses penangnan perkara
dilakukan secara transparan sehingga dapat mengurangi penyimpangan yang
seringkali terjadi dalamproses peradilan pidana. Konsekuensi dari semakin
diterapkannya eksistensi ‘mediasi penal sebagai salah satu alternative
penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses
pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antarahukum pidana dan perdata
tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Eksistensi
mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik.
Seiring dengan berjalannya waktu ketika terjadi peningkatan jumlah perkara
di pengadilan, maka polarisasi dan mekanisme mediasi penal merupakan
salah satu solusi untuk menekan volume perkara, sepanjang hal tersebut
dikehendaki bersama antara para pihak yang berperkara, serta untuk
mencapai kepentingan yang lebih luas yaitu terpeliharanya harmonisasi
sosial.

Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang

dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:

5

Sitepu, “Pelaksanaan Prinsip First to File Sistem Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang
Asing Di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek Oleh BreadTalk
Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan).”



1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik
aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif

2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai
ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal
80 KUHP)

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”,
bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda

4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang
hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum
remedium

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan atau serba
ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk
melakukan diskresi

6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke
pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesual dengan wewenang
hukum yang dimilikinya

7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran

hukumpidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat:

Perkembangan yang telah terjadi di Indonesia terutama perkembangan
di bidang teknologi memicu semakin merajalelanya tindak pidana penipuan.
Tidak hanya itu, peningkatan jumlah perkara itu diikuti pula dengan

beragam jenisnya yang diajukan ke pengadilan yang menjadi beban bagi



pengadilan untuk melakukanpemeriksaan dan mengadilinya. Kemampuan
organisasi pengadilan yang terbatas baik secara teknis maupun sumber daya
manusia menyebabkan penumpukan kasusdi pengadilan yang tentunya tidak
sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Rekonstruksi atas hasil dari pergulatan pemikiran mengenai hukum acara
pidana yang demikian itu bukan merupakan suatu fenomena yang baru.
Rekonstruksi seperti itu juga sudah lama digumuli. Rekonstruksi demikian
boleh jadi diakui sebagai hukum yang benar atau true law is right reason in
agreement with nature, yang oleh para filsuf dan teoritisi atau akademisi
dimaksudkan untuk mencapai hukum pidana substantif, yaitu keadilan
(justice) delege lata. De lege lata, adalah fraseologi Latin yang dapat diterima
dalam berbagaisistem hukum dunia. Fraseologi itu artinya sesuai dengan
hukum.

Munculnya pemikiran untuk menggunakan mediasi sebagai sarana
penyelesaian perkara pidana, antara lain disebabkan oleh sarana-sarana
hukum yang ada untuk mengembalikan ke keadaan semula atau restitutio in
integrum Kketentraman atau keseimbangan (equilibrium) yang terganggu
dalam masyarakat sebagai akibat suatu tindak pidana yang terjadi di dalam
masyarakat lama kelamaan oleh para ahli dipandang sebagai sarana-sarana
hukum yang terlihat seolah-olah frustrasi atau sarana-sarana yang sudah
tidak mampu lagi melaksanakan fungsinya dengan baik. Selain itu, melihat
kondisi yang ada di instansi kantor Lapas Terbuka Kelas Il B Kabupaten

Kendal yang mengalami peningkatkan jumlah narapidana yang terigestrasi



mengalami tiap tahunnya dengan beragam kasus, seperti: pencurian,
pemerasan dan lainnya. Hal ini menjadikan suatu masalah dalam instansi
mengingat jumlah kondisi instansi yang tidak sebanding dengan jumlah
narapidana yang ada pada instansi tersebut. Berikut data jumlah data jumlah
narapidana yang terdapat pada kantor Lapas Terbuka Kelas Il B Kabupaten

Kendal pada tahun 2024/205:

NO | TRIWULAN | JUMLAH | KASUS WBP

1 Nihil

2 2 11 1. Pasal 363 / pencurian :12
orang

2. Pasal 365 / pencurian : 1
orang

3. Pasal 368 / pemerasan : 1
orang

4. Pasal 362 / pencurian : 1
orang

5. Pasal 436 (2) UU RI nol7
Th 2023/ kesehatan : 1
orang

6. Pasal 80 (1) UU RI nol7
Th 2016 / perlindungan

anak : 1 orang




3 8 1. Pasal 196 UU No 36 Th
2009 / kesehatan : 2 orang

2. Pasal 36 UU Rl no 7 Th
2011 / mata uang : 1 orang

3. Pasal 80 UU no 35 Th 2014
/ perlindungan anak : 1
orang

4. Pasal 363 / pencurian : 4

orang

4 8 1. Pasal 363 / pencurian : 6
orang
2. Pasal 365 / pencurian: 2

orang

Dalam model penyelesaian yang konvensional, terhadap subyek
hukum yang melakukan pelanggaran atas norma-norma hukum pidana, dapat
diberi stigmasebagai pelaku yang melakukan pelanggaran atau dader dan
bahkan lebih daripada itu pihak dader dimaksud dapat dicap atau diberi
stigma sebagai suatu pelaku tindakkejahatan yang kambuhan. Pada titik ini,
para pemikiran hukum pidana kemudian merasa perlu untuk melakukan
suatu rekonstruksi terhadap mekanisme penyelesaian yang memperburuk
sistem hukum itu. Penggunaan restorative justice di lapas terbuka kelas 11 B

kabupaten Kendal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu sistem



pemahaman baru yang menjaga nama baik, mengembalikan hubungan
pelaku dan korban, dan memanusiakan manusia. Sistempamahaman yang
demikian dapat dilakukan dengan menghadirkan mediasi penal. Dalam
penelitian ini, mediasi penal dipandang sebagai suatu model baru
penyelesaian perkara pidana ideal di di lapas terbuka kelas 11 B kabupaten
Kendal. Dengan mediasi penal, maka dapat dibenahi atau dapat
direkonstruksi nilai penyelesaian perkara konvensional yang selama ini telah
terkonstruksi, dan yang oleh Bagir Manan telah dianggap sebagai “buah”
dari kekurangmampuan legalitas atau mekanisme penyelesaian perkara yang
konvensional minus- restorative justice. Berdasarkan pemaparan dari latar
belakang tersebut, penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut yang
tertuang dalam judul “MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA IDEAL
DALAM TERWUJUDNYA RESTORATIVE JUSTICE DI LAPAS

TERBUKA KELAS II B KABUPATEN KENDAL”

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, guna lebih
memperjelas ruang lingkup penelitian yang akan penulis kaji, maka penulis
merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini,yaitu:
1. Bagaimana eksistensi Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam
terwujudnya restorative justice di Lapas Terbuka Kelas 1l B Kabupaten

Kendal?
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2. Bagaimana pelaksanaan Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam
terwujudnya restorative justice di Lapas Terbuka Kelas 1l B Kabupaten

Kendal saat ini?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran Mediasi Penal sebagai
upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice terhadap penangan
perkara tindak pidana di Lapas Terbuka Kelas Il B Kabupaten Kendal.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Mediasi Penal
sebagal upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice terhadap
penangan perkara tindak pidana di Lapas Terbuka Kelas Il B Kabupaten

Kendal.

D. Manfaat penelitian
1. Manfaat Teoritis.
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangkan
pengetahuan dibidang Akademis tentang alternatif penggunaan Mediasi
Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice terhadap
penangan perkara tindak pidana di Lapas Terbuka Kelas Il B Kabupaten

Kendal.
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan
referensi bagi penulisan hukum khususnya mengenai upaya penyelesaian
perkara tindak pidana melalui Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam

terwujudnya restorative justice.

2. Manfaat Praktis.

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan
terkait dengan upaya penyelesaian perkara tindak pidana di Lapas
Terbuka Kelas Il B Kabupaten Kendal melalui mediasi Penal sebagai
upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan
tambahan pengetahuan terkait Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam

terwujudnya restorative justice terhadap penangan perkara tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual
1. Konsep Pidana Sebagai Ultimum Remedium

Hukum pidana adallah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan
kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut
diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi
yang bersangkutan. Yang membedakan antara hukum pidana dengan
bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian
ancamaln penderitaan dengan sengalja dan sering juga pengenaan

penderitaan, hal manal dilakukan juga sekalipun tidak aldal korban kejahatan.
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Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu
sebagai ultimum remedium, yaitu usahal terakhir guna memperbaiki tingkah
laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis algar
orang lain tidak melakukan kejahaltan. Oleh karena sanksinya bersifat
penderitaan istimewa, malkal penerapan hukum pidana sedapat mungkin
dibatasi dengan kalta lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi
hukum lain tidak memadali lagi.®

Dallam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air,
seringkali beberapa permalsalahan menjadi bahan perbincangan publik
karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang
semestinya dirasakan oleh masyalrakal dan pencari keadilan. Proses hukum di
lingkungan peradilan Indonesia hingga salat ini dianggap belum
sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya.
Keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan
malsyarakalt. Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidanal salat ini
mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, bahkan dunia internasional
menilai lembaga pengadilan Indonesia saingalt buruk, terutamal yang
dilakukan oleh elemen-elemen penegak hukum mulai dari polisi, jaksa,
hakim sampai palra petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP). Penegakan

hukum melalui sistem peradilan pidanal salat ini masih didominasi oleh cara

6

Theresia Ngutra, “Hukum Daln Sumber-Sumber Hukum,” Jurnal Supremasi XI, no. 2 (2016):
193-210, https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2813.
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berpikir legisme, cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan
kepada peraturan perundang-undangan semata. ’

Calral seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam
putih, padahal hukum itu bukanlah semata-matal ruang hampa yang steril
dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif
sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh dan bagi semua
insan yang aldal di dalamnya. Mengingat hukum pidana merupakan hukum
yang digunakan sebagai “obat terakhir”, yang sebenarnya harus hati-hati
dalam menggunakannya. Karena di dalamnya memuat sanksi yang berat
bagi pelaku tindak pidana. Semestinya, hukum pidana yang berlaku
mencerminkan ideologi, kepedulian dan keterikatan pemerintah padal
rakyatnya, tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat
untuk mengatur mereka.

Hukum yang berpihak padal rakyat, yang memperhatikan keadilan
sosial, yang mencerminkan perlindungan hak asalsi manusia, seperti
tercantum dallam Kkonstitusi Undang-Undang Dalsalr 1945. Hukum bukan
hanya merupakan pedoman berperilaku bagi rakyat, tetapi juga bagi palra
pejabat pemerintahan dan seluruh penyelenggara kenegaraan. Dallam
hukum pidanal, dalil ultimum remedium ini diperlukan untuk
mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana
yang keras dan tajam dijatuhkan, apabilal fungsi hukum lainnya kurang

malkal baru dipergunakan hukum pidana. Berkaitan dengan karakteristik

7

Sudarto Sudarto, Hukum Pidanal 1, Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto Press, 1990).
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hukumpidana dalam konteks ultimum remedium ini balhwal penegakan
hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan
algar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku.

Penerapan ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh
hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap
kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana
penjara sebagai upayal terakhir (ultimum remedium) tersebut sangat
mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras
dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi
perdata didahulukan sehingga ketika fungsi- sanksi-sanksi hukum tersebut
kurang, baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui
pendapat VVan Bemmelen bahwa penerapan ultimum remedium ini harus
diartikan “upaya’ (middel), bukanlah sebagai alait untuk memulihkan
ketidakadilan atalu untuk memulihkan kerugian, melainkan upayal untuk
memulihkan kealdalan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang
apabilal tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapait

menyebabkan orang main hakim sendiri.®

2. Konsep Penyelesaian Sengketa dan Perkara
Hukum tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian sengketa atau perkar

yang terajdi di dalam masyarakat. Fungsi hukum itu aldalah perdam konflik,

Hanafi Aimrani and Mahfus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Pertama (Jakalrta:
Raljawalli Pers, 2015).
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balik itu sengketa maupun perkaral atalu perselisinan pendapat karena
kepentingan maupun hak dan klaim. Dalam kaitan dengan itu, berbagai
pustaka yang adal menyebut fungsi hukum demikian itu dengan berbagal
istilah, misalnya; hukum dalam posisi sebagai peredam konflik law als al way
of resolving conflict, atalu konsep yang lain lagi, seperti law als al weapon in
sociall conflict, begitu pula konsep “law als al conflict management”. °

Demikian pula fungsi hukum sebagali salrainal untuk memperlancar
proses interaksi sosial atau law als al facilitation of human interaction”.
Semua aspek dalam ungkapan-ungkapan di atass itu tidak lain adalah konsep
penyelesaian sengketa atalu perkara. Mekanisme penyelesaian sengketa
yang relevan untuk dikemukakan di sini, yaitu penyelesaian sengketa
alternatif atau PSA, yang memiliki padanahn pengertian dengan ADR.
Alternative Dispute Resolution atalu AIDR dikembangkan, baik oleh palral
praktisi hukum maupun palra akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa
yang lebih memiliki akses paldal keadilan.99 di Aimerika Serikat secara
bertahap memasukkan ADR di dalam kurikulum, terutama bentuk mediasi
dan negosiasi.*°

Berbagai istilah dalam bahalsa Indonesia telah diperkenalkan padal
berbagai forum oleh berbagali pihak, seperti pilihan penyelesaian sengketa

(PPS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan

®  Nurul Qalmalr, “Theory Position in the Structure of Legall Science,” SIGn Jurnal Hukum 3, no.
1 (2021): 52-64, https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.126.

10" Hiroki Halbukal aind Colin Rule, “The Promise aind Potential of Online Dispute Resolution in
Japan,” International Journal on Online Dispute Resolution 4, no. 2 (2018): 74-90,
https://doi.org/10.5553/ijodr/235250022017004002017.
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penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian
sengketa secara kooperatif, semuanya menunjuk kepada substansi
pengertian ADR.™ Berpegang kepada arahan yang sudah dipilih sebagai
grand theory dalam penelitian ini, malkal rujukan tentang konsep
penyelesaian sengketa atau perkara seharsnya mengacu kepada jiwa bangsa.
Manifestasi dari jiwa bangsa itu, adalah peraturan perundangan-undangan. Di
Indonesia rujukan normatif tentang penyelesaian sengketa alternatif
dapalt dijumpai dallam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengacu kepada ketentuan
normatif dallam UU dimaksud, makal dengan demikian dajpat ditegaskan
bahwal mediasi sebagal satu jenis dari metode penyelesaian sengketa.
Dallaim perspektif dokumen internasional yang telah dikemukakan
dalam Bab | dapat dipergunakan atau diekstensi ke perkara-perkara pidana,
bukanlah sesuatu yang ilegal atau melawan hukum, sepanjang hal itu didak
dilarang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan kaltal lain, UU Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif di
atas, menjadi dasar pelembagaan A'IDR di indonesia. Undang-undang
tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif
berbentuk mediasi (dan pemakalian tenaga ahli). Bahkan, tidak menutup
kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatifalternatif lain.102

Secalra yuridis ketentuan dalam Palsall 1 angka 10 Undang- Undang Nomor

11

Malry Alnne Noone and Lola Akin Ojelabi, “Alternative Dispute Resolution and Access to
Justice in Alustralial,” International Journal of Lalw in Context 16, no. 2 (June 3, 2020): 108
27, https://doi.org/10.1017/S1744552320000099.
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30 Tahun 1999 mengartikan alternatif penyelesaian sengketa sebagali
berikut:
“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati palral
pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan calra konsultasi,

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Dallam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mekanisme
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalpat diselesaikan melalui
beberapa pilihan penyelesaian sengketa. Pertama, penyelesaian sengketa
atalu beda pendapat melalui pilihan penyelesaian sengketa diselesaikan
dalam pertemuan langsung oleh palral pihak (negosiasi) sebagai tahalp
pertama. Dalam waktu paling lamal 14 hari sejak negosiasi (perundingan)
dilakukan, palral pihak harus sudah dajpat mengambil putusan yang
dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis seandainya penyelesaian
sengketa melalui perundingan tadi tidak menghasilkan alpal-apal.
Berdasarkan kesepakatan tertulis, palral pihak menunjuk altalu meminta
bantuan seorang atalu lebih, baik penasihat maupun seorang mediator untuk
menyelesaikan sengketa atau beda pendapat palra pihak. Penasihat ahli atau
mediator ini diberikan kesempatan selamal 14 hari untuk menyelesaikan

sengketa atau beda pendapat palral pihak sejak hari ditunjuknya. *?

12

Ferdian Rinaldi, “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalaim Memberikan Kepastian
Hukum Daln Keadilan,” Respublica, 2022, 179-88.
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Jika calra demikian tidak juga berhasil mencapai kata sepakat atau
mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak; dapalt ditempuh
penyelesaian sengketa tahap ketiga, yaitu penunjukkan seorang mediator
oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa altas
permintaan para pihak yang bersengketa. Dalam waktu paling lamal tujuh
hari setelah penunjukkannya, mediator harus sudah memulai usahal
mediasinya. Penyelesaian usaha melalui mediasi ini diharapkan sudah
selesai paling lambat 30 hari terhitung sejak usaha mediasi dimulai. Usaha
mediasi ini dilakukan dengan memegang teguh kerahalsiaan dan
kesepakatannya dituangkan dalam bentuk tertulis yang juga ditandatangani oleh
semua pihak yang terkait. Putusan Kesepakatan pilihan penyelesaian
sengketa tersebut dibuat secalral tertulis, bersilat final, mengikat bagi palral
pihak, serta untuk dilaksanakan dengan iktikad balk oleh palral pihak.
Kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam
waktu paling lama tiga puluh hari sejak penandatanganan. Selanjutnya,
dallam waktu paling lalmal tiga puluh hari sejak pendalftaran tersebut,
kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai
dilaksanakan.

Untuk kepentingan efektivitas, yaitu jika palral pihak sudah tidak mau
menggunakan salah satu atau lebih tahap-tahap penyelesaian sengketa,
tidak aldal gunanya dipaksakan karena kemungkinan besar kata sepakat juga
tidak akaln tercapai. Sungguhpun tidak disebutkan dengan jelas, tahap-tahap

penyelesaian sengketa tersebut bukanlah hukum memaksa (dwigend recht),
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melainkan hanya hukum mengatur. Alkan tetapi sekali tahap tersebut sudah
disetujui oleh palral pihak, malkal palra pihak tersebut wajib mengikutinya.'?
Setiap penyelesaiannya harus menurut tatal cara formal yang diatur dalam
hukum alcalral (due to process) serta memberi hak kepada palral pihak untuk
mempergunakan upalya hukum secalra instansional. Ternyata ide dan
halralpaln itu telah menghanyutkan sistem litigasi ke aralh yang sangait
formalistik, teknis, dan biaya mahal. Dunia bisnis semakin cemas, bahkan
malsyarakat umum pun ikut merasakan kepahitan atas penampilan yang
diperankan peradilan. Citra peradilan sebagai “the first resort and the last
resort” makin merosot.

Peradilan dijadikan sebalgali the first stand the last resort dallam
penyelesaian sengketa attalu perkara. Istilah the firs stand the last resort itu
sejalan dengan nilai dallam prinsip yang dikenal oleh hukum pidana, yaitu
sanksi pidana adallah suatu ultimum remidium. Dengan demikian, jikalau
hukuman pidana itu ultimum remidium yang dallaim konsepsi negara hukum
di atals dicapai melalui suatu due proces, yaitu hukum alcalral pidana, makal
upayal penyelesaian perkara yang ditempun sebagai the first stand, juga
merupakan rangkaian dalam hukum pidana, yang diselenggarakan untuk
mempertahankan hukum materiil, yaitu berbagai hak dan kepentingan yang
saling berseberangan aftalu yang diperkarakan.Dikemukakan

mengemukakan sejumlah keuntungan atalu kebaikan penyelesaian sengketa

¥ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Salranal Allat Untuk Memperbaharui Altalu
Merekayasa Malsyarakaltt,” Pallar | Pakuan Law Review 3, no. 1 (2017): 73-94,
https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
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melalui jalur ADR1, yang telah dikemukakan di atas, karena merupakan
rangkaian yang berpuncak kepada ultimum remidium, makal hal itu dapat
sajja dikatakan bagiand ari hukum pidana, terutama hukum pidana formal,
yaitu, sifatnya yang menekankan kepada kesukarelaan dalam proses.
Keputusan non-yudisial, namun mengikat, lalyaknyal seperti suatu
keputusan hakim. Wewenang untuk membuat keputusan dipertahankan
oleh pihak-pihak yang terlibat dan padal didelegasikan kepada pembuat
keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak terlibat
mempunyai lebih banyak kontrol terhadap dan meramalkan hasil-hasil
sengketa. Selanjutnya, apabila penyelesaian itu melibatkan organisasi, atau
badan hukum, makal prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan
orang-orangyang mempunyai posisi baik untuk menafsirkan tujuan-tujuan
jangka panjang dan pendek dari organisasi serta dampak positif dan negatif
dan setiap pilihan penyelesaian masalah tertentu. Pembuatan keputusan oleh
pihak ketiga sering kali meminta bantuan seorang hakim, juri atau arbitrator
untuk membuat keputusan yang mengikat mengenai satu isu yang tidak
dikuasainya. Keuntungan selanjutnya adalah bahwa dalam penyelesaian
sengketa alternatif, prosedur-prosedur AIDR bisa memberikan jaminan
kerahasidan yang samal besarnya bagi setiap pihak terlihat seperti yang

sering kalli ditentukan dallam konferensi penyelesaian masalah.4

14 Kathy Douglas, “The Role of AIDR in Developing Lawyers’ Practice: Lessons from Alustraliain
Legal Education,” International Journal of the Legal Profession 22, no. 1 (January 2, 2015): 71—
86, https://doi.org/10.1080/09695958.2015.1093491.
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Sebagaimana dikemukakah dalam konsideran menimbang dari kedua
Permal tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi allalsain perlunya
institusionalisasi proses mediasi ke dallam sistem peradilan. Pertama, untuk
mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, merupakan
salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah. Ketiga,
untuk memberikan akses yang lebih besar kepada palra pihak untuk
menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
Keempat, untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga
pengadilan dallam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang
bersifat memutus (ajudikatif). Selain itu pula, hukum alcalral perdata yang
berlaku, baik ketentuan dallaim Palsal 130 HIR maupun Palsall 154 RBg,
mewajibkan hakim untuk mendorong palra pihak menempuh proses
perdamaian, yang dajpat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses
mediasi tersebut ke dallam presedur beperkara di pengadilan negeri ataupun
pengadilan agama. Dalam hal negara-negara maju, misalnya, Jepang,
Amerika Serikat, Kanada, dan Australia yang telah melakukan hal yang
serupa dengan mengintegrasikan proses mediasi sebagali bagian dan
prosedur beperkara di pengadilan.*®

Pemakaian lembaga mediasi pengadilan ini lebih menguntungkan palral
pihak Karena sengketa dalpalt diselesaikan dengan adil menurut kehendak

pihak-pihak yang bersengketa, selain cepat dan sederhana, juga karena tidak

15

Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan,”
Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174.
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banyak formalitas yang diperlukan dan biaya tidak mahal. Prosedur litigasi
ditempuh sebagai upalyal terakhir jika mediasi tidak membuahkan hasil.
Disamping itu, dibandingkan dengan mediasi di luar pengadilan, mediasi
dallam proses penyelesaian, sengketa di pengadilan lebih memiliki nilai
lebih (jika berhasil), antalral lain karena executable sehingga memiliki
kewibawaan. Mekanisme mediasi dalaim proses penyelesaian sengketa di
pengadilan juga dapat mendorong upaya damai sebagai solusi utama oleh
para pihak yang tidak bertikai. Meskipun penyelesaian sengketa melalui
mediasi pengadilan ini mengandung berbagai keuntungan, sebenarnya calra
mediasi ini pun merupakan mmekanisme yang rentan, maksudnya
kemungkinan untuk gagall sangat besar. Untuk mengantisipasinya
memerlukan persyaratan yang harus penuhi, misalnya kepercayaan,
kesediaan, atau kerelaan untuk melepaskan sebagian hak dan masing-

masing pihak yang bersengketa.

. Konsep tentang Mediasi Penal

Istilah mediasi berasal dari Bahalsa latin yaitu mediare yang
memiliki arti berada di tengah. Dari arti tersebut malkal dallam mediasi lebih
ditekankan sosok atau pihak lain sebagai perantara atau yang berada di
tengah. Dalam hal ini juga pihak tersebut harus berada padal posisi netral
dan tidak memihak dalam menyelesaikan suatu malsalah, dan
mengupayakan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang

memuaskan bagi paral pihak yang bermasalah. Dalam Kamus Besar Bahasa
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Indonesia, mediasi juga berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga
dalam penyelesaian suatu perselisinan sebagai penasihat. Pengertian ini
mengandung tiga unsur penting yalitu mediasi merupakan proses
penyelesaian masalah yang terjadi antar dua pihak atau lebih, pihak yang
terlibat dalam penyelesaian masalah adalah pihak yang berasal dari luar
pihak-pihak yang bersengketa, dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian
sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki
kewenangan dalam mengambil keputusan.

Dallam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menerangkan bahwa mediasi adalah caral
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan palral pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adallah
hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral
yang membantu palra pihak dallaim proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan calral
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Menurut palra ahli, hukum
dapat diartikan sebagai suatu aturan yang memiliki sifat memaksa dan bagi
mereka yang melanggar aturan itu diancam dengan sanksi yang bersifat

tegas dan nyata. Lemaire mengemukakan bahwa hukum yang banyak

16

Mashuril Alnwar and Nikmah Rosidah, “REKONSTRUKSI PENERAPAN PIDAINAl
PENJARA SEBAGAI UPAYYA MENGURANGI BEBAN NEGARA,” Justicia Sains: Jurnal

lImu Hukum 4, no. 2 (March 2020): 122-33, https://doi.org/10.24967/jcs.v4i2.438.
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seginya dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tak mungkin orang
membuat suatu definisi alpal hukum itu sebenarnya.’

Menurut Wirjono Prodjosikoro, hukum aldalah rangkaian peraturan-
peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagali anggotal suatu
masyarakat. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum adalah suatu
gejalla dallam pergaulan hidup, yang bergejolak terus-menerus dalam
kealdalan bentur-membentur tainpal henti-hentinya dengan gejala lainnyal.
Penal dalam Bahalisal Indonesia berarti Hukum Pidana. Hukum pidana
adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap
kepentingan umum, dengan kaltal lain hukum pidanal mengatur tentang
kejahatan dan pelanggaran dalam lingkup umum atau masyarakat luas.
Pelanggaran adalah perbuatan pidanayang ringan dengan ancamaln
hukuman dan denda berupa kurungan, dan diatur dalam Buku ke 111 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Berbeda dengan pelanggaran, kejahatan
adalah perbuatan pidana berat yang ancaman hukumannya dapat berupa
denda, penjara, hukuman mati dan juga dapat ditambah dengan penyitaan
barangbarang tertentu, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman putusan
hakim.

Kejahatan diatur dallam Buku ke Il Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana

dikenal dengan istilah Strafbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan tentang

17" Teguh Hariyono, “Mediasi Penal Sebagali Alternatif Upalyal Penyelesaian Perkalra Pidanal Di
Luar Pengadilan,” Jurnal Penegakan Hukum Daln Kealdilan 2, no. 1 (Alpril 27, 2021),
https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731.
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hukum pidanal sering menggunakan istilah delik (delict). Menurut Simon
strafbar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat
melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh
orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan bahwa
perbuatan pidanna adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-
undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan
kesalahan, sedangkan Moeljatno merumuskan bahwa perbuatan pidana
adallah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai
ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan
tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat ditarik
kesimpulan mengenai tindak pidanal, yaitu: al. Suatu perbuatan yang
melawan hukum; b. Orang yang dikenai sanksi harus memiliki kesalahan.
Pada dasarnya perbuatan pidana harus terdiri dari beberapa hal yang timbul
oleh karenal perbuatan yang mengandung perilaku dan akibalt yang
ditimbulkan dari perilaku yang dilakukan. Perbuatan pidana adalah suatu
aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dimana larangan
ditujukan kepaldal perbuatan yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang,
sedangkan ancamahn pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan
kejadian tersebut. Oleh karena itu aintalral orang yang menimbulkan dan

kejadian yang ditimbulkan memiliki hubungan erat satu dengan lainnya.8

8 Emy Rosnawati et al., “Mediasi Penal Sebagali Allternatif Penyelesaian Perkalral Kekerasan
Dallam Rumah Tangga,” De Jure: Jurnal Hukum Daln Syalr Zah 10, no. 2 (December 30, 2018):
61-71, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4888.
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Di samping penyelesaian secara hukum, apabila terjadi suatu tindak
pidana terbuka kemungkinan untuk diselesaikan dengan tidak melalui
proses hukum melainkan dengan mediasi. Mediasi bukanlah hal yang baru di
Indonesia. Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian
Sengketa atalu biasa dikenal dengan istilah alternatif dispute resolution. Di
Indonesia dasar hukum APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) diatur
dalaim Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alrbritase dain Alternatif Penyelesaian
Sengketa menentukan bahwa APS adallah lembaga penyelesaian sengketa
atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati pihak, yakni
penyelesaian di luar pengadilan dengan calra konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, atalu penilaian ahli.

Pada umumnya APS digunakan bukan untuk kasus-kasus pidana
melainkan perdata, namun dalam praktiknya sering juga perkara pidana
diselesaikan di luar pengadilan terutama kasus pidana dengan pelaku anak
dalpalt diselesaikan melalui diversi yang telah di atur dallam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Alnak.
Namun selain kasus pidana anak, penyelesaian perkara pidana hanya dalam
hal-hall tertentu dimungkinkan aldanyal penyelesaian kasus pidanal di luar
pengadila. Jadi tidak semua perkara pidana masuk ke dalam pengadilan.
Mediasi dalam kasus pidana inilah yang diistilahkan sebagai mediasi penal.

Barda Nawai Arief mengatakan “walaupun perkara pidana pada prinsipnya
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tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun dalam hal-hal tertentu
dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan seperti
gugurnya kewenangan penuntutan”.®

Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang
dapat diselesaikan melalui mediasi penal yang intinya pelanggaran hukum
pidanal tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat
absolut maupun aduan yang bersifat relative; pelanggaran hukum pidana
tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar
telah membalyar denda tersebut (Pasal 80 KUHP); pelanggaran hukum
pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang
hanya diancam dengan pidana denda; pelanggaran hukum pidana tersebut
termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan
sanksi pidana sebagai ultimum remedium; pelanggaran hukum pidanal
tersebut termasuk kategori ringan atalu serba ringan dan ajparalt penegak
hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke
pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum
yang dimilikinya; dan pelanggaran hukum pidanal tersebut termasuk
kategori pelanggaran hukum pidana adalt yang diselesaikan melalui
lembaga adat, maka dalam penerapannya terharap perkara tindak pidana

penipuan, maka yang sesuai menurut kategori yang dikemukakan

19

Lilik Mulyadi, “MEDIASI PENAL DALAIM SISTEM PERADILAN PIDAINA INDONESIA:
PENGKAJIAN ASAIS, NORMA, TEORI DAIN PRAKTIK,” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 1
(April 2, 2013), https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11054.
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Mudzakkir hanya untuk tindak pidana penipuan ringan yang terdapat dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dimana
dalam hal yang termasuk dalam tindak pidana ringan adalah tindak pidana
yang diatur dallam Palsall 379 KUHP.?

Menurut Umbreit, mediasi penal adalah “proses yang memberikan
kesempatan kepada korban dan pelaku tindak pidana ringan untuk bertemu
dallam sualsainal yang amaln dain terstruktur, dengan tujuan meminta
pelakulangsung bertanggung jawalb sambil menyediakan bantuan dan
kompensasi untuk korban, dengan dibantu oleh seorang mediator yang ahli,
dan secara langsung terlibat dalam membuat rencanal restitusi sebagali
bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian atau kerusakan yang
ditimbulkan Menteri Kehakimahn Perancis, Toulemonde mengemukakan
“mediasi penal sebagali suatu alternatif penuntutan yang memberikan
kemungkinan penyelesaian negosiasi antalra pelaku tindak pidana dengan
korban”.2

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa
mediasi penal merupakan proses pemecahan masalah dimana pihak ketiga
(mediator) tidak memihak melainkan membantu memperoleh kesepakatan

yang memuaskan. Dallam hall ini seorang mediator harus memiliki

2 Taufiqurrohman Abildanwa, “Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan
Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan,” Jurnal Pembaharuan
Hukum 3, no. 1 (2016): 138, https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1353.

2L Usman Usmahn and Aindi Najemi, “Mediasi Penall Di Indonesia,” Undang: Jurnal Hukum 1,
no. 1 (2018): 65-83, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83.
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kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya
akaln dipergunakan sebagali bahaln untuk menyusun dain mengusulkan
pelbagai paham penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian,
mediator ini pun akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa
atau pilihan penyelesaiannya sehingga akhirnya dapat menemukan rumusan
kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang akan
ditindaklanjuti bersamal pula.

Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara
khususnya dalam tindak pidana penipuan ringan yang terdapat dalam Pasal
379 KUHP bukaniah hal baru dan tidak aldal suatu keharusan untuk
dilaksanakan melainkan tergantung padal sikap apalrat penegak hukum.
Namun seiring dengan perkembangan zaman, mediasi penal yang
merupakan sebuah terobosan hukum mempunyai manfaalt yang banyak bagi
kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri
kepada pelaku dan korban. Melalui mediasi penal proses penangnan perkara
dilakukan secara transparan sehingga dapat mengurangi penyimpangan
yang seringkali terjadi dallam proses peradilan pidana. Konsekuensi dari
semakin diterapkannya eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif
penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses
pidana menunjukkan, bahwal perbedaan antara hukum pidana dan perdata
tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Eksistensi
mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan

praktik. Seiring dengan berjalannya waktu ketika terjadi peningkatan
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jumlah perkalra di pengadilan, malkal polarisasi dan mekanisme mediasi
penal merupakan salah satu solusi untuk menekan volume perkara,
sepanjang hall tersebut dikehendaki bersamal aintara palral pihak yang
berperkara, serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas yaitu

terpeliharanya harmonisasi sosial.??

F. Kerangka Teoritis
1. Teori Kepastian Hukum

Malsyalralkalt perlu memiliki kalidalh ataupun pedoman dallaim
melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga tidak melakukan sesuatu
sebebas-bebasnyal talnpal aldainyal baltalsaln, hukum menghendaki
terciptanya suatu keteraturan dallalm kelompok sosial, balik dallalm
situasi kebersamalan maupun dallalm situasi sosial.?®> Tentunya
berdasalrkan hall tersebut produk hukum yang memiliki tujuan untuk
memberikan keteraturan dallaim malsyalralkalt harus diatur secalral pasti,
sehingga tercipta kepastian hukum balgi malsyalralkalt. Kepalstian
hukum merupakan norma penting dallaim HAIM yang harus diberikan

kepada masyarakat.?*

2 Cahya Wulandari, “Penyelesaian Perkaral Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di
Tingkat Kepolisian,” Hukum Daln Malsyalralkalt Maldalni 8, no. 1 (Maly 19, 2018): 90,
https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.1389.

2 R. Albdoel Djamali, Pengaintalr Hukum Indonesia, ed. R. Albdoel Djalmalli, Edisi Revisi 18,
vol. 3 (Jalkartal: Raljalwalli Press, 2013).

2 Kementerian Hukum daln HALM RI, “Undaing-Undalng Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Alsasi Malnusial,” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999
tentang Halk ALLsallsi Manusia § (1999).
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Kepalstiain hukum memiliki alrti ketentuan daln ketetapaln.
Kepastian hukum merupakan salalh satu yang harus dipenuhi dallaim
penegakkan hukum.? Kepalstian hukum menjadi tujuan utalmal dalri
hukum.?® Kepalstialn hukum sebalgali tujuan dalri hukum dalpalt
menciptakan konsistensi dallaim penyelenggaraan hukum?, Kepastian
merupakan ciri dari yang tidak dalpalt dipisahkan dari hukum, terutama
untuk normal hukum tertulis. Hukum balgi setiap orang talnpal nilal
kepastian allkalln kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan
sebagai pedoman perilaku orang. Pemahamaln allkalln nilai kepastian
hukum harus memperhatikan balhwal hukum mempunyai relasi yang
eralt dengan instrumen hukum positif daln perainaln Negalral
mengaktualisasikannyal hukum positif.?8

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch yang menyaltakan
bahwal sesuatu yang dibuat pasti memiliki cital alltallu tujuan.?® Tradisi
pallrall alhli hukum menghendaki allgallr hukum memiliki serba kepalstian
yaing tinggl, mereka tidak dalpalt bekerja alltallu tampil secalral tidak
pasti.3® Kepaistian hukum terbagi menjadi dual sudut pandaing, yalitu

kepastian yang terdapat dallaim hukum dan kepastian disebabkan oleh
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1 (Jakalrta: PT Prennahlindo, 2001).

Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Aldil: Problemaltikal Filsafalt Hukum, ed.
Budiono Kusumohamidjojo, Kedual, vol. 1 (Jalkalrtal: PT. Gralsindo, 1999).

Fernando M. Malnullaing, Pengantar Ke Filsafat Hukum , ed. Fernando M. Manullang,
Pertamal, vol. 1 (Jalkalrtal: PT. Kencana, 2007).
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hukum. Kepalstian dallaim hukum menjelaskan balhwal hukum tidak
boleh mengandung interpretasi yang berbeda-beda, karena dalpalt
mengakibatkan malsyalrakalt tidak mematuhi hukum. Kepastian yang
disebabkan oleh hukum memiliki maksud balhwal hukum yalng
menyebabkan suatu kepalstian, melalui produk hukum, alldall jaiminaln
bagi kepalstian yang terciptad.

Aljalraln Cital Hukum (ldee des Recht) menyebutkan alldall tiga
norma cita hukum yang harus alldall secalral proporsional, yaitu kepastian
hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit) daln kemalnfalaltain

(zweckmalsigkeit). Dikaitkan dengaln teori  penegakan hukum
sebalgalimalnal disampalikan oleh Gustav Radbruch dallaim idee des
recht yalitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga alsals tersebut.*
Kepastian Hukum menurut Fernando Malnhulaing hendaknya,
terdiri dalri dual norma penting yalitu hukum itu harus tegals daln tidak
diperbolehkan untuk — multitaifsir. Kemudialn kekualsalan yang
memberlakukan hukum itu tidak boleh sewenang-wenang dallalm
menerapkan hukum yang bersifat retroaktif, kekualsalalin itu harus
berdaisarkan sistem trias politica.®
Kepastian hukum aldallalh jaminan bahwal hukum dijalankan,

balhwal yaling berhak menurut hukum dalpalt memperoleh halknyal dan

Syafruddin Kallo, “Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Daln Rallsall Keadilan
Malsyalrakalt Suatu Sumbangan Pemikiran” (Jakarta, April 2007).

Fence. M Walntu, “Antinomi Dalllallm Penegakanhukumoleh Hakim,” Mimbalr Hukum 19, no. 3
(2007): 335-45.

E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legallitals, Dan Kepastian Hukum, ed. E. Fernando M.
Manullang, Pertama (Jalkalrtal: Kencallnall Prenaldalmedial Group, 2017).
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balhwal putusan dalpalt dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan
perlindungan yustisiabel terhadalp tindakan sewenang-wenang yang
berati balhwal seseorang alkaln dalpalt memperoleh sesuatu yang
diharapkan dallaim kealdalalin tertentu. Hukum bertugas menciptakan
kepastian hukum kalrena bertujuan untuk menciptakan ketertiban
dalam masyarakat. Kepastian hukun merupakan ciri yang tidak dapalt
dipisahkan dari hukum terutaimal untuk norma hukum tertulis. Hukum
tainpa nilai kepastian hukum alkain kehilangan maknal karena tidak lagi
dalpalt dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.®*

Palsal 28D allyallt (1) yang tercantum didalam UUD 1945 mengatur
“halk setialp oraing untuk diakui, dijamin, dilindungi, daln diberikan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sallmall talnpal alldallnyall
perbedaan di haldalpan hukum.” Ketentuan ini-mengisyaratkan bahwal
kontrak perlu dirancang untuk memberikan perlindungan daln
kepaistian hukum. Kepalstiain hukum menurut Radburch dikendallikan
oleh negarra yang diberi kekuasaahn alltallu negalra memegang peran yang
menentukan waktu keadilan dajpat ditetapkan karena negalra memiliki
kemauan dan kekuasaan untuk melakukannya.

Kepastian hukum alkaln memberikan ralsal adil, aimaln, dan

kepastian berusaha bagi masyarakat.3¢ Kepastian hukum merupakan
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perlindungan hukum yustisiabel terhadap tindakan yang diharapkan
dengan kealdalain tertentu, malsyalralkalt membutuhkan kepastian hukum
sehingga terlalksalnalnyal ketertiban. Kepalstian hukum perlu
didampingi dengan penegakkan hukum yang memberikan malnfalalt
dan kegunaan bagi masyalrakalt.3” Tainpal kepastian hukum allkalln timbul
keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan palldall kepastian hukum,
terlalu ketat menalati hukum akibatnyal kaku dan timbul rallsall tidak
adil. Alpapun yang terjadi peraturannya alldalllallh demikian dan harus
ditaati alltallu dilaksanakahn secara ketat: lex dura, sed tamen scripta (uu

itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).*

Teori Penegakan Hukum

Sallalh satu sistem peradilan dallaim lingkungan peradilan umum di
Indonseia aldallalh sistem peradilain pidanal, menurut Romli
Altmalsaismital, sistem peradilan pidanal dalpalt dilihat dalri sudut
pendekatan normatif yang memandang keempat alpalraltur yakni,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemalsyalrakaltan
sebalgali institusi pelalksalnal peraturan perundangundangan yang
berlaku sehingga keempat alpalraltur terebut merupakan balgian yang
tidak terpisahkaln dalri sistem penegalkan hukum semaltal-maltal,

pendekatan manajemen alltallu administrative yang memandang
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keempat alpalraitur penegak hukum sebagali organisasi management
yang memiliki mekanisme kerja, balik hubungan yang bersifat
horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi
yang berlaku dallalm organisasi tersebut. Upalyal tegaknya alltallu
berfungsinya norma-normal hukum secalral nyaltal sebalgali pedoman
pelaku dallalm lalu lintas alltallu hubungan-hubungan hukum dallalm
kehidupan ermalsyarakalt dan bernegara, disebut penegakan hukum.
Secadra umum penegakan hukum dalpalt diartikan sebagai tindakan
menerapkahn perangkalt salralnal hukum tertentu untuk memalksakaln
sanksi hukum guna menjamin pentalatain terhadap ketentuan yang
ditetapkan. Penegakan hukum merupakan usalhal untuk mewujudkan ide-
ide daln konsep-konsep hukum yalng diharapkan rakyalt menjadi
kenyaltalaln. Penegalkaln hukum merupakaln suatu proses yang
melibatkan banyak hal.*

Menurut Muladi sistem peradilan pidanal aldallalh suatu jaringan
peradilan yaing menggunakan hukum pidanal sebalgali salralnal
utamanyal, baik hukum pidaina materiil- maupun hukum pidalnal formil,
dan altalu hukum pelaksanalan pidana. Dallaim konteks sistem peradilan
pidanal, fungsi hukum pidalnal aldallalh untuk memberikan perlindungan
terhadap hak-hak dan kepentingan kepadal individu baik pelaku tindak

pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan
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malsyalralkalt termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negalral
yang diwakili oleh Pemerintah*°. Menurut Mardjono Reksodiputro sistem
peradilan pidana aldallalh sisttm pengendalian kejahatan yang terdiri
dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksalan, pengadilan, dan
pemalsyalrakaltan terpidana yang bertujuan untuk:a. Untuk mencegah
malsyalralkalt menjadi korban. b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang
terjadi sehingga malsyalralkalt meralsa puas balhwal keadilan telah
ditegakkan. c¢. Mengusahakan a'galr mereka yang pernah melakukan
kejahaltain tidak mengulangi perbuatannyal lagi.**

Sebagaii bentuk pelalksalnalaln penegakan hukum dallalm sistem
peradilan pidana mallkall diberikan hak-hak terhadap tersangka maupun
terdakwa dalam setiap tahapannya' baik palldall sallallt proses penyidikan,
penuntutan, maupun Kketika sidaing peradilan. Hak-halk tersebut
merupakaln bentuk penghormatan dalsalr dari HALM yalng harus
dilindungi- dallalm rangka mewujudkan rallsall keadilan. Aldalpun alsals-
allsalls dallalm sistem peraldilain pidalnal meliputi: all. ALLsalls cepat,
sederhana, dan biayal ringan; b. ALLsalls praduga tak bersalah; c. ALLsalls
pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; d. ALLsalls oportunitas; e.
ALLsalls semual orang sallmall di malltall hukum (equality before the law); f.

ALLsalls tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum; g. ALLsalls

40 Nursyamsudin Nursyamsudin allnd Salmud Salmud, “Sistem Peraldilaln Pidallnall Terpaldu
(Integreted Criminall Justice System) Menurut Kuhap,” Mallhkallmallh : Jurnall Kaljian Hukum
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5.

37



pemeriksaan hakim yang langsung daln lisan; h. ALLsalls pemberian
kompensasi, ganti rugi daln rehabilitasi. Menurut Soerjono Soekanto
“malsyalralkalt dalpalt mempengaruhi penegakaln hukum dallalm
merumuskan daln menetapkan suatu peraturan hukum balru
berdasarkan norma-norma sosial yang alldall daln berkembang”.#?
Selain peran serta malsyalralkalt sebalgali kelompok sosial, hukum
jugal mengikuti suatu perubahan yaing terjadi di malsyalralkalt.
Penerapan hukuman taimbalhain berupa tindakahn kebiri kimia yang
terdalpalt dallalm Undang Undang Nomor 17 Talhun 2016 menurut
penulis memiliki beberalpal unsur yalitu: al. Unsur yuridis, yalitu
menggambarkan balhwal peraturan tersebut dibentuk untuk mengatasi
permasalahan yang alldall dengan mempertimbangkan rallsall keadilan di
malsyalralkalt. h. Unsur filosofis, menggambarkan bahwal peraturan
tersebut merupakan pandangan hidup, kesadalran dan cita-cita hukum.
¢. Unsur sosiologis, menalndalkain balhwal peralturaln tersebut dibualt
untuk memenuhi kebutuhan masyalralkalt dallaim berbagali situasi dan
kealdalaln. Tujuan penyelenggaraan peradilan nasionall alldalllallh
menegakkan hukum dain keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan di
Indonesia allntallrall lalin diatur dallaim Undang Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman

alldalllallh kekualsaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
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guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasilal demi
terselenggaranya negalral hukum Republik Indonesia.
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamalh
Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan allgalmall
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan talltall usalhal negara,
dain oleh  sebuah Malhkamalh Konstitusi (MK), untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum alldalllallh suatu
proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yalitu pikiran-
pikiran baldain pembuat undang-undang yang dirumuskan dallalm
peraturan-peraturan hukum menjadi kenyaltaan.Secalra konsepsional,
inti daln arti penegakan hukum terletak palidall kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dallam kaidahkaidah yang
balik yang terwujud dallaim serangkalian nilai untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamalialn pergaulan hidup.
Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor
yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampalk negatif alltallu
positifnya terletak palldall isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini
mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat, merupakaln esensi
sertal tolok ukur dalri efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor
tersebut aldallalh: al. Hukum (undang undang); b. Penegak hukum,

yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c.
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Salralnal altalu fasilitas yang mendukung upalyal penegakan hukum; d.
Malsyarakalt, yakni kepalda sialpal hukum tersebut diterapkan; e.
Kebudayalan, yakni sebagali hasil karyal, cipta dan ralsal yang
didasarkan paldal karsa manusia dalam pergaulan hidup. ©

Menurut Balrdal Nawawi Arief menyatakan bahwal usahal
penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana palldall hakikatnya
merupakan bagian dari usalhal penegakan hukum pidanal, sehingga
sering pula dikaltalkaln balhwal politik hukum alltallu kebijalkan hukum
pidaina merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law
enforcement policy). Lebih lanjut Balrdal Nalwalwi Alrief jugal
berpendapat balhwal penegakan hukum pidanal terdiri dari dua tahap.
Pertama, penegakan hukum pidanal in abstracto dan kedua penegakan
hukum pidalnal in concreto. Penegalkan hukum pidalnal in albstralcto
merupakan talhalp pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang
oleh baldain legislatif, yang dalpalt disebut talhalp legislasi. Penegakan
hukum pidalnal in concreto terdiri dalri talhalp penerapan/aplikasi dan
pelaksanalan undang-undang oleh allpaliralit penegak hukum, yang dapalt
disebut talhalp yudisial daln talhalp eksekusi.*

Menurut Herbert L. Palcker pemalhalmaln mengenai model
penyelenggaraan peradilan pidanal di Amerika Serikat dibedakan

menjadi dual yalkni Due Process Model daln Crime Control Mode,

Malrilaing Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif,” Jurnal Konstitusi
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keduanyal dilandalsi oleh Aldversary Model yaing memiliki ciri-ciri:*
al. Prosedur peradilan harus merupakan suatu disputes altalu combating
proceeding alntalral terdakwal daln penuntut umum dallalm kedudukan
yang salmal di muka pengadilan; b. Hakim tidak ikut andil dallaim
proses pemeriksaan di pengadilan, melainkan halnyal sebagali
penengah alntalral terdakwa dengan penuntut umum; ¢. Memiliki tujuan
utalmal yakni menyelesaikan sengketa yang timbul kalrenal kejahatan;
d. Masing-masing pihak memiliki tugas dain fungsi yaing jelas dallaim
kedudukannya. Crime Control Model menganggap balhwalsalnyal
tujuan dari adanyal penyelenggaraan peradilan pidana hanyal sebatas
memberikan efek jera bagi pelakunya, sehingga alkaln terwujud
ketertiban umum daln efisiensi. Dallalm hall ini mengedepankan aldalnyal
alsals praduga bersalah (presumption of guilt) dain salrainal cepat dalaim
pemberantasan kejahaltain demi mewujudkan efisiensi. Namun Crime
Control Model tersebut balnyalk mengandung kelemahan yakni aldalnyal
pelangaran terhadap HAIM dengan hanya mempertimbangkan dari
segi efisiensi. Due Process Model mengedepankan aldalnyal perlindungan
hak-hak individu serta aldalnyal pembatasan kekuasaan dalam
penyelenggaraan peradilan pidana. Hall tersebut bertujuan algalr tidak
terwujud penyalahgunaan kekuasaan daln sifat otoriter dallaim

rangka mencapai maksimum efisiensi. Dallalim pelaksanaannya
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mengedepankan aldalnyal alsals praduga tidak bersalah (presumption of
innocent). Balnyalknyal kasus pidanal yang diputuskan hakim, membuat
putusan tersebut tidak memperhatikan kealdalain altalu penderitaan yang
di allaimi oleh korban di dallaim putusan kasus pidana. Korban tidak
mendapatkan kompensasi, restitusi altalu ganti kerugian, hak-halk
korban tidak diperhatikan. Keberadaan korban hanyal sebagali saksi
korban altals perbuatan pidana tersebut, seharusnya putusan hakim
termuat balhwal terdakwal altalu terpidana menanggung penderitaan
korban baik secalral materiil altalu immateriil.

Hukum pidalnal Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan,
terutalmal untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hak-halk korban
yang sedemikian berkembang hingga dallaim hall penegakan hukum
dapat mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi korban. Penegakan
hukum secalral formal dain rasional belum tentu alikaln mendatangkan
kebahagiaan bagi masyarakat, karena pelaksanaan hukum secara
formal alkaln menimbulkan anggapan dari palral penegak hukum bahwal
jika hukum telah ditegakkan sesuai undang-undang malkal keadilan
telah dilalksalinalkaln. Lebih jaluh lagi kealdilain yang diinginkan oleh
seseorang sebenarnya aldallalh keadilan yang substantif, bukan
keadilan prosedural seperti yaing tertera di dallalm undang-undang saljal.
Hukum bukanlah persoalan rasional altalu formal, tapi lebih jauh ingin

menegakkan keadilan demi kebahalgiaan manusia.
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Jeremy Bentham mengeluarkan teori utility dallalm bukunya the
theory of legislation menyebutkan, balhwal tujuan hukum aldallalh
sebagai sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan ralsa amaln,
artinyal secalral normatif salngalt ditentukan oleh hukum. Dengan
diwujudkannya ralsal aman, malkal korban atalu setiap warga negara
alkaln terjamin mendapatkan nafkah, kemakmuran, dan kesetaraan.
Terkait dengan fungsi daln tujuan hukum tersebut di altals, selain
penegakan hukum dengan calral penjatuhan pidana penjara terhadap
pelaku, malkal diperlukan juga penegakan hukum dengan penerapan
altalu implementasi pemberian restitusi balgi korban kejalhaltaln dalri
pelaku tindak pidana, talnpal harus melakukan upalyal hukum lain untuk
memperoleh halk restitusinya tersebut. Teori Hukum ini merupakahn teori
dallaim penegakan hukum yang mengkaji altalu menganalisis
tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi
dallam pelaksanaan dan penerapan hukum. %

Teori hukum ini dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski,
Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J. Dias, Howard
dan Mummers. Alldal tiga fokus kaljiain teori ini, yaitu: al.
Keberhasilan dallam pelalksanalain hukum; b. Kegagallain di dallam
pelaksanaannya; c. Faktor-faktor yang memengaruhinya. Alpabilal

norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh malsyalrakalt maupun
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penegak hukum, malkal pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif altalu
berhasil di dalam implementasinya. Kegagalan di dalam pelaksanaan
hukum iallalh balhwal ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan
tidak mencalpai maksudnya altalu tidak berhasil di dallaim
implementasinya. Faktor-faktor yang memengaruhi aldallalh hal-hall
yang ikut menyebabkan aitalu berpengaruh di dallam pelaksanaan dan
penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut dalpalt dikaji dalri
aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannyal. Faktor-faktor yang
memengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur,
dain fasilitasnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di
dalam pelaksanaan hukum aldallalh karena norma hukum yang kabur
altalu tidak jelas, a'palraltur hukum yang melakukan korupsi, altalu
masyarakat yang tidak sadar atalu talat paldal hukun attalu fasilitas yang
tersedia untuk mendukung pelalksalnalain hukum itu salngait minim. 47
Lawrence M. Friedman mengemukakan balhwal berhasil tidaknya
penegakain hukum tergantung tigal unsur sistem hukum, yalkni struktur
hukum (structure of laiw), substansi hukum (substance of the lalw), dalln
budalyal hukum (legall culture). Struktur hukum menyangkut alpalralt
penegak hukum, substansi hukum meliputi peralngkalt perundang-

undangaln dalln budalyal hukum merupakahn hukum yang hidup (living

47

Callrl Joalchim Friedrich, The Philosophy of Law in Historicall Perspective, Rev (Chicago:
University of Chicalgo, 1963).

44



law) yang dianut dallaim suatu malsyalrakalt. Tentang struktur hukum
Friedman menjelaskan:*®

“To begin with, the legall system hals the structure of al legall

system consisting of elements of this kind: the number alnd size

of courts; their jurisdiction ...Strukture allso mealns how the

legislalture is organized ...whalt procedures the police

department follows, and so on. Structure, in all wally, is all kind of

cross-section of the legall system...al kind of still photogralph,

with freezes the alction. ” Substansi hukum menurut Friedmaln

aldallaih “4nother aspect of the legall system is its substance. By

this is mealnt the alctuall rules, norm, aind behavioral patterns of

people inside the system ...zhe stress here is on living lalw, not

just rules in law books.”

Aspek lain dari sistem hukum aldalla’h substansinya. Sebagaimana
dimaksud dengan substansinya aldallalh aturain, norma, daln pola
perilaku nyaltal manusia yang berada dallalm sistem tersebut. Dengan
demikian, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dain
menjadi pedoman bagi alpalralt penegak hukum. Sedangkan mengenai

budalyal hukum, Friedman berpendapat: °
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“The third component of legall system, of legall culture. By this we
mealln people’s attitudes towalrd lallw alind legall system their belief
...in other word, is the climalte of sociall thought allnd sociall force

which determines how lallw is used, alvoided, or albused ”.

Kultur hukum menyangkut budalyal hukum yang merupakaln
sikap manusial (termasuk budalyal hukum alpalralt penegak hukumnya)
terhaldalp hukum dain sistem hukum. Sebaik alpalpun penalltallalln struktur
hukum untuk menjalankan alturan hukum yang ditetapkan dain sebaik
apapun kualitals substansi hukum yang dibuat talinpall didukung budalyal
hukum oleh orang-orang yang terlibat dalllalim sistem dain malsyalralkalt
malkal penegakan hukum tidak alkaln berjalan secalral efektif Struktur
dalri sistem hukum terdiri altals unsur berikut ini, jumlah daln ukuran
pengaldilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kalsus yang berwenang
mereka periksa), dan taltal calral naik banding dari pengadilan negeri ke
pengadilan tinggi dalin sebagainya. Strukiur juga berarti balgalimalnal
balldalln legisiatif ditatal, allpall yang boleh dain tidak boleh dilakukan oleh
Presiden, prosedur alldall yaling diikuti oleh kepolisian daln sebalgalinyal.
Jaldi struktur (legall structure) terdiri dalri lembalgal hukum yalng alldall
dimaksudkan untuk menjallainkaln peraingkalt hukum yaing aldal.
Struktur aldallalh pola yang menunjukkan tentang balgalimalnal hukum

dijallainkaln menurut ketentuanketentuan formallnyal. Struktur ini
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menunjukkan balgalimalnal pengadilan, pembuat hukum daln alpalralt
penegak hukum, sertal proses hukum itu berjalan daln dijalankaln.

Di Indonesia, misallnyal jikal berbicalral tentang struktur sistem
hukum Indonesia, malkal termasuk di dallalmnyal struktur institusi-
institusi penegalkaln hukum seperti kepolisian, kejalksalaln dain
pengadilan. Pendapalt Lawrience M. Friedman balhwval efektif daln
berhasil tidaknya penegakaln hukum tergantung tigal unsur sistem
hukum, yalkni struktur hukum (structure of law), substansi hukum
(substance of the law) dain buda'yal hukum (legal culture). Pendapait
Friedman tersebut dikembangkahn oleh Soerjono Soekanto malsallah
pokok penegakaln hukum sebalgali faktor-faktor yang dalpalt
mempengaruhi-penegakan hukum setidaknya alldall lima faktor sebalgali
berikut: al. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum, yakni
pihak-pihak yaing membentuk maupun peneralpaln hukum; c. Faktor
salralnal altalu fasilita’s yaing mendukung penegakahn hukum; d. Faktor
malsyalrakkalt, yakni lingkungan di malnal hukum tersebut berlaku altalu
diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan
raisal yang didasarkan padal karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selanjutnya menurut Robert B. Seidman daln William J.
Chambliss menyusun suatu model mengenai bekerjanyal hukum di
dallalm malsyalralkalt. Setiap konsep hukum memengaruhi, mendorong,
alltallu memaksal allgallr suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat

peraturan dan lembaga kekuasaan negara, oleh karenal itu model yang
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diajukan menggambalrkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh
berbagai golongan di dallam malsyarakait, kemudian oleh kekuasaan
negalral diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebalgali
sallrallnall untuk mendorong alltallu memaksakan dilakukannya tingkah
laku yang diinginkan dari pemegang-pemegang peran. Kehidupan
dallam malsyalralkalt yang sedikit bainyalk berjalan dengan tertib dain
teratur ini didukung oleh aldalnyal sualtal taltalnaln daln ketertiban
malsyarakalt yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih
dalri satu malcalm taltalnaln. Sifat majemuk ini dilukiskan oleh

Chambliss daln Seidman mengenai bekerjanya hukum dallalm

malsyarakalt, diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut; ©

al. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang balgalimalnal seorang
pemegang peranaln (role occupant) itu dihalralpkaln bertindak.

b. Ballgallimallnall seorang pemegang peran itu allkalln bertindak sebagali
sualtu respons terhaldalp peraturan hukum merupakaln fungsi
peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya,
aktivitas dari lembalgalembalgal pelalksalnal sertal keseluruhan
kompleks kekualtain sosial, politik daln lalin-lalinnyal mengenai
dirinya.

c. Bagaimanal lembaga-lembaga pelaksana ity akan bertindak sebagai

respons terhadalp peraturan hukum merupakaln fungsi peraturan-

% Albdul Jallil, “Penegakan Hukum Di Pengaldilain Dalln Dimensi Spirituallitalsnyal (Alspek Yalng
Sering Terlupalkaln),”” Online Aldministraltive Lallw & Governance Journal 4, no. 2 (2021):
2621-2781.
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peraturan hukum yang ditujukan kepaldal mereka, sanksi-
sanksinyal, keseluruhan kompleks kekualtain-kekualtan sosial,
politik daln lain-lainnyal yang mengenai diri mereka serta umpan-
umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

d. Ballgallimallnall pallrall pembuat undang-undang itu allkalln bertindak
merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku
mereka, sanksisanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial,
politik, ideologis, daln lalin-lalinnyal yalng mengenai diri mereka
serta umpan balik yaing daltaing dalri pemegang peranaln serta
birokrasi.

Berdasarkan kutipan di altals dalpalt diketahui, balhwal setiap
anggotal malsyalrralkalt sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah
lakunya oleh palral peranan yang diharapkan dari paldainyal baik oleh
norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum.
Peranan dari kekuatan sosial tidak hanyal berpengaruh terhadap rakyat
sebagali salsalraln yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadalp
lembaga-lembaga hukum serta tingkah laku rakyalt tidak hanyal
ditentukan oleh hukum, melainkan juga kekuatan sosial lainnya.
Hukum aldallalh untuk manusia, malkal pelalksanalaln hukum altalu
penegakan hukum harus memberikan malnfalalt altalu kegunaan bagi
malsyalrakalt. Malsyalralkalt saingalt berkepentingan balhwal dallaim
pelaksanaan altalu penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas

pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut malsyalralkalt saat
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ini bukan sekaldalr kualitas formal, melainkan aldallalh kualita's
material/substansial. Strategi salsalraln pembangunan dan penegakan
hukum, harus ditujukan paldal kuallitals substantif seperti terungkap
dallaim beberapa isu sentral yang dituntut malsyalralkalt salalt ini, yaitu
alintalral lain: (&) aldalnyal perlindungan HAM; (b) tegaknya nilai
kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antalr sesama; (c)
tidak alldall penyalahgunaan kekualsalaln/ kewenangan; (d) bersih dari
praktek favoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi daln nepotisme daln
malfial peradilan; (¢) terwujudnya kekuasaan kehakiman/ penegakan
hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/ kode profesi; (f)
adalnyal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
Penegakan hukum juga' dilakukan tidak bertentangan dengan

kebutuhan, kesadalran dan ketertiban masyarakal.

. Teori Restorative justice

Restorative justice (Keadilan Restoratif) palda dalsarnyal
sederhana yaitu ukuran keadilan tidak fagi berdasarkan pembalasan
setimpal dari korban kepadal pelaku (baik secalral fisik, psikis atau
hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disesmbuhkan
dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan
pelaku untuk bertanggung jawalb dengan bantuahn keluarga dan
masyarakat bila diperlukan. Penegakan hukum bukanlah merupakan

suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan
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timbal balik yang erat dengan masyarakatnya . Struktur masyarakat
memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan saranal sosial yang
memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun
memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat
dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal. ALdal tiga
prinsip dalsalr untuk membentuk Restorative justice, yaitu:5?

al. There be al restoration to those who have been injured (Terjadi
pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat
kejahatan)

b. The offender hals aln opportunity to be involved in the restoration if
they desire (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dallaim
pemulihan kealdaan (restorasi)

c. The court systems role Is to preserve the public order and the
communits role is to preserve al just peace (Pengadilan berperan
untuk menjagal ketertiban umum dan malsyarakalt berperan untuk

melestarikan perdamaian yang adil).

Konsep Restorative justice telah muncul lebih dari dual puluh
tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

5. Muhammad Rif’an Baihaky and Muridah Isnawalti, “Restorative Justice: Pemaknalan,
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Upalya Pemenuhan Hak Konstitusional Walrga Negalra,” J. Konstitusi, vol. 21, no. 2, pp. 245-

257, 2024.

51



mendefinisikan Restorative justice sebagali suatu proses semua pihak
yang berhubungan dengan tindak pidanal tertentu duduk bersama-
samal untuk memecahkan malsalah dan memikirkan bagaimalnal
mengatasi akibat pada malsa yang akan datang. Proses ini paldal
dasarnyal dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu
pengalihan dari proses peradilan pidanal ke luar proses formal untuk
diselesaikan secara musyawarah®2,

Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di
Indonesia dikarenakan malsyarakat Indonesia sangat menjujung
tunggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di
Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun
perdata. Dallaim ke-Indonesia-alin Restorative justice sendiri berarti
penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga
dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara
bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan
implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali paldal kealddaan
semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah
baik ketika palral penegak hukum berpikir dan bertindak secalra
progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu

menerobos aturan (rule breaking) karena paldal akhirnya hukum itu

5 M. Sahputra, “Restorative Justice Restorative Justice Als al Progressive Law in the,” J.
Transform. Aldm. Media Pengemb. Kebijak. Daln Menejemen Pemerintah, vol. 12, no. 1, pp.
87-96, 2022, [Online]. Alvdilable: https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205
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bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh
Masyarakat *.

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep Restorative justice ini
telah lamal dipraktekkan dallam malsyarakart Indonesia, seperti
masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa
Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang
kebudayaan. Alpabilal terjadi suatu tindak pidanal oleh seseorang
(termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak).
Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau
musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku,
korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah
kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya
merupakahn nilai dan ciri dari fallsafah bangsal Indonesia yang
tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyarawah mufakat.
Dengan demikian, Restorative justice sebetulnya bukan hal yang baru
bagi masyarakat Indonesia *.

Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai
kedamaian, sehingga antaral pelaku dan korban tidak aldal dendam dan

korban dapat dipulihkan. Musyawarah mufakat dalam konteks

% AL P. Nugroho, “RESTORATIVE JUSTICE: TERWUJUDNYA AISAIS KEADILAN DAN
AISAIS KEPASTIAN HUKUM PAIDAL INSTANSI KEPOLISIAN,” Recidiv. J. Huk. Pidana
dain Penanggulangan Kejahatan, vol. 12, no. 2, p. 218, Oct. 2023, doi:
10.20961/recidive.v12i2.71620.

% |. Malulanal and M. Algusta, “Konsep dain Implementasi Restorative Justice di Indonesia,” Datin
Law J., wvol. 2, no. 2, p. 49, 2021, [Online]. Alvdilable: https://ojs.umb-
bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734
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Restorative justice bisa dilakukan dengan cara, antaral lain: mediasi,
pembayaran ganti rugi, ataupun caral lain yang disepakati antara
korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta
dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat
sebagai penengah. Alpabila penyelesaian ini tidak aldal sepakat antara
korban/keluarga korban dengan pelaku, malka selanjutnya
penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan
yang aldal (litigasi).®¢ Restorative justice bertujuan untuk
memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk
memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan
kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki
kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwal konsep Restorative
justice paldal dasarnya sederhana. Restorative justice merupakan teori
keadilan yang menekan kan pada pemulihan kerugian yang

disebabkan oleh perbuatan pidana.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang
digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penyusunan tesis

ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang menekankan

% M. Faljalr, “Restorative Justice sebagali Hukum Progresif oleh Penyidik Polri,” J. 1lmu Kepol.,
vol. 13, pp. 225-238, 2019.
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untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan
terjun langsung ke objeknya®’. Penelitian yuridis sosiologis adalah
penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data
awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan
atau terhadap masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis juga meneliti
efektivitas peraturan dan hubungan antara berbagai variabel dan
gejala sebagai alat pengumpul. Penelitian ini menggunakan metode
yang didasarkan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat.
Harapannya adalah bahwa metode ini akan memungkinkan
penyelidikan tentang bagaimana hukum, yang secara empiris
merupakan gejala masyarakat, dapat dilihat sebagai suatu variabel
penyebab yang memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan
sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer,
dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber
sehingga masih berupa data mentah®®,

Mediasi penal atau yang umumnya dikenal dengan
perdamaian itu, diasumsikan dilatarbelakangi oleh gagasan atau
pemikiran mengenai implementasi restorative justice di tingkat
penyidikan, dan umum juga digunakan dalam perkara tindak pidana
ringan salah satunya pelanggaran lalu lintas, lalu dalam sistem pidana

anak terdapat konsep yang serupa melalui diversi. Nilai
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Efendi and Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.
Adiyanta, “Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai
Instrumen Penelitian Hukum Empiris.”
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ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal
issue yang diteliti, dalam hal ini legal issue tersebut yaitu mediasi
penal; sangat bergantung kepada cara pendekatan (approach) yang
digunakan dalam penelitian. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka
bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat
digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh setiap peneliti.
Demikian pula dalam penelitian ini. Sehubungan dengan type
penelitian yuridis sosiologis yang akhirnya dipilih dalam penelitian
ini; maka seperti dikemukakan para ahli, penelitian ini biasanya
menggunakan antara lain pendakatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan
analitis (analytical approach), pendekatan filsafat (philosophical
approach) dan pendekatan kasus (case approach).®®
Pendekatan-pendekatan dimaksud dapat digabung. Namun
yang pasti dalam suatu penelitian normatif seperti yang dilakukan
oleh peneliti dalam penelitian ini, pendekatan dominan yang
digunakan adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan.
Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum
normatif, seperti penelitian inididasarkan pada penelitian terhadap
hukum dan sistem hukum yang ada. Sebagai suatu penelitian hukum
normatif maka peneliti harus melihat hukum sebagai sistem yang

mempunyai sifat-sifat comprehensive.
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2.

Pendekatan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
yang bersifat deskriptif analitis empiris yang artinya dilakukan
dengan cara untuk memahami dan menafsirkan informasi berbasis
bukti, khususnya melalui pengamatan, eksperimen, dan pengalaman
langsung. Pendekatan ini menjauh dari teori atau spekulasi yang
tidak memiliki dasar yang nyata dan menekankan pada data yang
dapat diamati dan diuji®®. Penelitian deskriptif merupakan jenis
penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu
keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti. Bersifat
deskriptif artinya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan
gambaran yang utuh mengenai gejala atau fenomena mediasi penal
dalam penegakan hukum pidana. Gambaran yang diharapkan dicapai
adalah gambaran rekonstruksi dari mediasi penal yang sudah lazim
dan umum dapat dijumpai dalam praktek yang berlangsung di
Indonesia. Pendekatan penelitian ini juga bersifat analitis, mengingat
hasil penelitian ini menyusun temuan data atau, seperti telah
dikemukakan di atas disinonimkan dengan bahan-bahan hukum
baikbahan-bahan hukum yang primer maupun bahan-bahan hukum
atau data yang bersifat sekunder. Semuanya langsung diolah atau

dianalisis secara kategorial, dan kemudiandisusun secara sistematis®*
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a) Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan apa yang telah peneliti kemukakan di atas,
bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang
menggunakan antara lain pendakatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach),
pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan filsafat
(philosophical approach) dan pendekatan kasus (case approach)
dengan asumsi bahwa pendekatan-pendekatan itu, seperti telah
dikemukakan di atas dapat digabung?®; maka dengan sendirinya
hukum itu juga deskriptif empiris; namun terminologi untuk itu
tidak boleh lain haruslah penelitian normatif dengan pendekatan
dominan adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan
karena secara logika hukum,penelitian hukum normatif, seperti
penelitian ini didasarkan pada penelitian terhadap hukum dan
sistem hukum yang ada.

Penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder
yang diperolen melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder
meliputi jurnal nasional dan internasional. Buku-buku, artikel, dan
makalah dampai dokumen-dokumen resmi pemerintah. Data
sekunder meliputi bahan hukumprimer, sekunder, dan tersier. Data
yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat berupa
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peraturan perundang-undangan

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2) itab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan
Kerja KepolisianDaerah;

6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan
TataKerja Pada Tingkat Kepolisian Resor;

7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan
Kecelakaan Lalu Lintas

8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak

yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
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b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan

bahan hukumprimer dan digunakan untuk membantu analisa

bahan hukum primer yang meliputi:

1) Wawancara dengan narasumber

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan
materipenelitian;

Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan
penelitiankalya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan
dengan materi penelitian;

Rancangan Undang-Undang - Hukum Pidana (RUU
KUHP);

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAP):

Kongres PBB 9 Tahun 1995 (Dokumen A/Conf 169/6);
Laporan Konggres PBB The Prevention of Crime and
theTreatment of Offenders;

International Penal Reform Conference; London, 1999.
Deklarasi Wina, Konggres PBB 10 Tahun 2000, on The
EVCouncil Framework Decision-Mediation in Criminal

Case;

10) Ecosoc Resolusi 2002/12, Basic Principle on the Use of
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Restorative Justice Program in Criminal Matters;

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dari hasil wawancara
langsung dengan Pejabat Tinggi di Kantor Lapas Terbuka Kelas
Il B Kendal sedangkan untuk primer yang digunakan didalam
penelitian ini diutamakan kepada studi kepustakaan dan desk-top
reseach untuk melakukan surfing terhadap materi-materi atau
bahan bahan hukum yang tersebar dalam sumber-sumber digital
dan internet. Bilamana perlu, penelitian ini juga didukung dengan
wawancara secara bebas terpimpin kepada obyek yang diteliti
dalam rangka pengayaan terhadap — bahan-bahan hukum
sebagaimana telah dikemukakan di atas. Untuk melakukan hal itu,
peneliti juga akan mengumpulkan pendapat-pendapat hukum
dengan purposive non randomsampling di lokasi seperti di:
a.Kepolisian b.Kejaksaan Negeri c.Pengadilan Negeri dan Pejabat

Lapas Terbuka Il B Kendal

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian
disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara

kualitatif untuk mencapaikejelasan masalah yang dibahas. Bahan
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hukum atau data dalam penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif empiris, sekalipun dalam
sejumlah cabang keilmuan hal ini disebut dengan analisis empirik.
Analisis dengan menggunakan metode kualitatif empiris yang
demikian itu dilaukan setelah proses pengumpulan data atau bahan
hukum. Selanjutnya data tersebut dianalisa secara interatif
menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan
kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab

permasalahan.®

5. Sistematika Penulisan Tesis
Sistematika dari penulisan tesis ini terdiri dari empat bab,
yang tiap-tiap bab memberikan pemahaman terhadap keseluruhan
penulisan dari hukum ini, yaitu:
1. Bab I Pendahuluan
Mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari
penelitian.
2. Bab Il Landasan Teori
Pada bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan

pustaka, teori-teori hukum dan kerangka berpikir dalam
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penelitian ini, antara lain teori keadilan dan teori kepastian
hukum.
Bab Il Metode Penelitian.

Berisi mengenai metodelogi penelitian hukum yang
terdiri atals jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, jenis
dan sumber bahan hukum, serta teknik pengumpulan data dan
teknik anallisal datal.

Bab 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Berisi mengenai hasil penelitian dain analisis atals
permalsalahan yang menjadi fokus padal penelitian ini
yangmahna terbagi menjadi tiga sub bab, sub bab pertama
memalparkan mengenali eksistensi Mediasi Penal sebagali
upayal ideal dalam terwujudnya restorative justice di Lalpals
Terbuka Kelas |1 B Kabupaten Kendal dan pelaksanalan
Mediasi Penal sebagali upalyal ideal dallam terwujudnya
restorative justice di Lapals Terbuka Kelas Il B Kabupaten
Kendal salat ini.

Bab V Penutup.

Berisi mengenai kesimpulan dan saran aftals
permasalahan dari penelitian ini yang merupakan hasil
penelitan atals isu hukum yang aldal serta saran sebagi masukan

kepalda pihak terkait.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Mediasi Penal

Urgensi yang digaungkan mengenai integrasi konsep mediasi penal ke
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tentu bermula dari terlebih dahulu
menelaah beberapa prinsip utama yang terkandung dalam mediasi penal.
Mediasi penal berkembang berdasarkan beberapa prinsip kerja yang penting,
yaitu penanganan konflik, orientasi proses, dan proses informal. Tugas utama
mediator dalam mediasi penal adalah membantu para pihak untuk tidak lagi
berfokus pada aspek hukum dan mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif
dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa konflik
yang muncul seringkali berakar pada kesalahan atau tindakan yang berdampak
buruk pada hubungan personal para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu,
mediasi berfokus pada penyelesaian konflik, tidak hanya dari segi hukum,
tetapi juga dari segi hubungan antar individu yang terlibat 3.

Prinsip ini penting karena dalam mediasi penal, yang ditekankan
bukanlah hukuman atau sanksi formal, tetapi lebih kepada bagaimana para
pihak yang terlibat dapat memahami akar permasalahan dan memperbaiki
hubungan mereka. Konflik tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga

dari aspek kemanusiaan dan komunikasi antar individu. Mediasi penal lebih
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mengutamakan kualitas proses penyelesaian konflik daripada hasil akhir yang
dicapai. Proses mediasi ini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang
melakukan pelanggaran (pelaku kejahatan) atas kesalahan yang diperbuatnya,
dan memenuhi kebutuhan penyelesaian konflik secara menyeluruh. Selain itu,
tujuan mediasi juga mencakup pemberian rasa tenang bagi korban yang
mungkin merasa takut atau terancam oleh peristiwa yang terjadi. Prinsip ini
menekankan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya dilihat dari tercapainya
kesepakatan formal atau keputusan hukum, tetapi dari bagaimana proses
berjalan dengan baik, menciptakan kesepahaman, dan menyembuhkan luka
batin kedua belah pihak. Mediasi penal memberikan kesempatan bagi pelaku
untuk bertanggung jawab dan bagi korban untuk merasa aman, yang seringkali
tidak tercapai dalam sistem peradilan formal.

Mediasi penal merupakan proses yang tidak terikat pada prosedur
hukum yang ketat dan birokratis. Prosesnya lebih informal dan fleksibel, yang
memungkinkan kedua belah pihak untuk berbicara langsung dan mencari solusi
secara lebih terbuka dan bebas dari formalisme hukum yang ada di pengadilan.
Hal ini juga terkait dengan budaya musyawarah dan mufakat yang sudah lama
menjadi bagian dari tradisi Indonesia yang dirintis oleh para Founding Fathers,
dan dikenal dengan pendekatan deliberatif dalam pengambilan keputusan
bersama. Keunggulan mediasi penal informal adalah memberikan ruang bagi
kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa tekanan yang
sering dirasakan dalam proses peradilan formal. Pendekatan ini sesuai dengan

nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat Indonesia yang menekankan
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pentingnya kesepakatan bersama melalui diskusi terbuka tanpa melibatkan
prosedur hukum yang rumit dan panjang 8.

Pendekatan ini juga memberikan alternatif yang lebih cepat dan efisien
dibandingkan dengan pengadilan formal. Mediasi penal merupakan terobosan
dalam sistem hukum Indonesia yang memperkenalkan cara penyelesaian
sengketa yang lebih manusiawi, mengutamakan komunikasi dan kesepakatan
bersama, serta berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.
Selain itu, proses yang informal dan berorientasi pada kualitas proses
menjadikan mediasi ini lebih sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat. Lalu, bagaimana
kaitan antara konsep mediasi penal dengan keadilan restoratif? Secara umum,
mediasi penal mencerminkan salah satu manifestasinya inovasi dalam sistem
hukum sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana yang erat
kaitannya dengan konsep keadilan restorative .

Pemanfaatan mediasi penal sebagai salah satu alternatif dalam
penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana ringan, bukanlah
sesuatu yang sama sekali baru, dan juga tidak dapat dianggap sebagai suatu
kewajiban yang harus dilaksanakan secara luas. Akan tetapi, sebagaimana yang
diungkapkan oleh Savigny, hukum merupakan suatu sistem yang senantiasa
berkembang dan berubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, mediasi penal

sebagai salah satu langkah inovatif dalam hukum, memberikan banyak manfaat
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bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara, memberikan manfaat yang
signifikan bagi pelaku maupun korban. Melalui mediasi penal, proses
penyelesaian sengketa dilakukan secara terbuka dan transparan, yang dapat
mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang kerap terjadi dalam
proses peradilan pidana tradisional.

Mediasi penal juga mengajak masyarakat untuk melihat hukum sebagai
sarana penyelesaian masalah secara adil dan merata, bukan hanya sebagai alat
pemidanaan. Proses ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk
bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kesalahannya, sedangkan
korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan dan tuntutannya, yang
pada akhirnya berpotensi menciptakan rekonsiliasi di antara keduanya. Dalam
konteks penanganan perkara pidana, jika dilihat secara umum, mediasi penal
sebenarnya memiliki kemiripan dengan apa yang. dikenal dengan istilah
diskresi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Diskresi merupakan
kewenangan yang dimiliki oleh lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan
untuk memutuskan apakah suatu perkara akan diteruskan ke proses peradilan
atau tidak. Meskipun terdapat kemiripan dalam hal penyaringan perkara,
mediasi penal memiliki perbedaan mendasar dengan diskresi ini .

Mediasi penal tidak hanya melibatkan penyidik atau jaksa saja, tetapi
juga menempatkan kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, sebagai

pihak yang aktif dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini lebih menekankan
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pada pemenuhan kepentingan kedua belah pihak, dengan tujuan mencapai win-
win solution, di mana kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya. Dalam
mediasi penal, korban diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan
pelaku tindak pidana ringan, menyampaikan perasaan atau tuntutannya, dan
turut serta mencapai kesepakatan yang membawa perdamaian di antara
mereka®’.

Melalui pendekatan ini, mediasi penal tidak hanya berfokus pada aspek
hukum atau punitif saja, tetapi lebih pada pemulihan hubungan dan pemulihan
sosial, yang sesuai dengan asas restorative justice. Pendekatan ini juga
berpotensi untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, mengurangi biaya
sosial, dan mempercepat penyelesaian perkara secara lebih manusiawi dan
berkelanjutan. Mediasi penal diyakini mampu mengurangi banyaknya perkara
yang menumpuk di pengadilan, dengan memberikan alternatif penyelesaian
yang lebih cepat dibandingkan proses peradilan formal. Dalam konteks ini,
mediasi penal berfungsi sebagai -alternatif yang efektif untuk menyaring
perkara yang dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan, sehingga
mempercepat proses peradilan secara keseluruhan. Menurut teori akses
terhadap keadilan, akses penyelesaian perkara yang lebih mudah dan cepat
dapat mengurangi beban pengadilan, yang pada gilirannya memudahkan para

pihak untuk memperoleh penyelesaian yang lebih efisien 8.
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Hal ini, asas efisiensi menjadi landasan penting yang mendorong
pengurangan beban perkara di pengadilan, dengan menawarkan penyelesaian
yang lebih cepat dan mengurangi keterlambatan yang sering terjadi dalam
proses peradilan konvensional. Mediasi penal dinilai sebagai solusi yang lebih
hemat waktu dan biaya dibandingkan dengan sistem peradilan yang rumit dan
memakan waktu. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak dapat langsung
berunding untuk mencapai kesepakatan, tanpa harus melalui prosedur hukum
yang panjang dan mahal. Penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah
ini sejalan dengan asas keadilan yang mudah diakses, yang menekankan
pentingnya menyediakan solusi yang mudah diakses oleh semua pihak tanpa
memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Teori ini memandang bahwa
hukum harus dapat diakses oleh semua orang, dan mediasi penal menawarkan
alternatif yang lebih murah dan sederhana, sehingga mendorong tercapainya
keadilan yang lebih adil.

Mediasi penal membuka kesempatan bagi kedua belah pihak yang
terlibat dalam suatu perkara untuk berinteraksi secara langsung dan
menyampaikan pandangan mereka. Hal ini memberikan kesempatan kepada
pihak yang lebih lemah, seperti korban, untuk merasa didengar dan
memperoleh Kkeadilan. Selain itu, proses mediasi ini memungkinkan
penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, tanpa
dibatasi oleh prosedur hukum yang kaku.

Melalui konsep restorative justice yang menitikberatkan pada

pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan ruang bagi
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kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan yang saling
menguntungkan, maka keadilan tidak hanya dicapai melalui pemidanaan, tetapi
juga melalui pengembalian kerugian yang diderita korban dan tanggung jawab
yang dipikul pelaku. Mediasi penal tidak hanya membantu meringankan beban
pengadilan, tetapi juga memperkuat lembaga peradilan dengan menyediakan
jalur alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pengadilan dapat
lebih fokus pada perkara yang lebih kompleks atau berat, sedangkan perkara
yang ringan dapat diselesaikan lebih efisien melalui mediasi penal ©°.

Merujuk pada teori fungsionalisme, setiap unsur dalam sistem hukum
berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan hukum secara keseluruhan.
Mediasi penal dapat dipandang sebagai instrumen yang memperkuat fungsi
sistem hukum dengan menyelesaikan perkara secara lebih efisien dan
mengurangi beban pengadilan, sehingga lembaga peradilan dapat lebih fokus
pada persoalan yang memeriukan perhatian lebih mendalam. Mediasi penal
sangat sejalan dengan asas restorative justice, di mana tujuan utamanya adalah
memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekadar menghukum
pelaku. Dalam hal ini, nilai dasar yang mendasari mediasi penal adalah
restorative justice, yang mengutamakan proses rekonsiliasi dan penyelesaian
konflik yang adil bagi kedua belah pihak. Diskresi aparat penegak hukum,

seperti jaksa dan polisi, juga menjadi bagian penting dalam mediasi penal.
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Tindak pidana yang paling banyak diselesaikan melalui mediasi penal
dan restorative justice adalah tindak pidana penganiayaan, pencurian, dan lalu
lintas. Rata-rata, satu kasus per hari berhasil diselesaikan dengan menggunakan
metode penyelesaian alternatif ini. Diskresi memberikan kewenangan kepada
aparat berwenang untuk menentukan apakah suatu kasus akan diteruskan ke
pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Diskresi ini
menjadi “ruh” yang menjiwai mediasi penal dalam konteks proses penyidikan
kepolisian. Mediasi penal dapat dilaksanakan pada tahap awal penyidikan, di
mana kepolisian memutuskan untuk menggunakan mediasi sebagai alternatif
penyelesaian perkara, khususnya untuk perkara pidana ringan yang lebih tepat
diselesaikan melalui cara damai dan restorative ™.

Dengan demikian, mediasi penal bukan hanya sebagai alternatif
penyelesaian perkara, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk
mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai
dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Melalui
penerapan mediasi penal, sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan yang cepat, murah, dan
efektif. Tahap pertama dalam mediasi penal adalah tahap input, di mana
mediator mulai mempelajari konflik antara para pihak. Pada tahap ini, mediator
bertugas untuk menilai apakah konflik dapat diselesaikan melalui mediasi.
Apabila ternyata mediasi tidak sesuai, misalnya korban merasa takut untuk

berbicara langsung dengan pelaku, atau korban merasa dirugikan dengan
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pertemuan langsung tersebut, maka mediator dapat memutuskan untuk tidak

melanjutkan proses mediasi.

Konsep tentang Restorative Justice

Keadilan restoratif merupakan serangkaian praktik dan filosofi luas
yang dapat diterapkan di berbagai konteks. Keadilan restoratif memiliki
beberapa fitur filosofis inti, termasuk fokus pada identifikasi kebutuhan dan
perbaikan kerusakan, akuntabilitas aktif, pemusatan hubungan dan komunitas,
serta partisipasi sukarela. Praktik dan filosofi keadilan restoratif kontemporer
memiliki akar dan resonansi dengan berbagail tradisi Pribumi, agama, dan
budaya lain dari seluruh dunia. Keadilan restoratif berupaya memahami
kerusakan yang disebabkan dan mengidentifikasi kebutuhan yang dihasilkan
(Emosional; Material/Fisik; Relasional/Komunal; Struktural/Historis) bagi
individu dan komunitas yang terdampak. Keadilan restoratif berupaya
memahami kebutuhan yang -menyebabkan perilaku yang menyebabkan
kerusakan, sehingga kebutuhan tersebut dapat ditangani. Ini termasuk
menangani kebutuhan yang muncul dari sumber kerusakan struktural dan
historis yang lebih luas ™.

Di sisi lain, keadilan restoratif menciptakan peluang untuk akuntabilitas
yang bermakna dan aktif dengan mengambil tanggung jawab dan berupaya

memperbaiki kerusakan yang disebabkan dengan cara yang tidak
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menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan responsif terhadap kebutuhan mereka
yang paling terdampak. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukuman di mana
orang yang bertanggung jawab atas kerusakan tidak memiliki kesempatan
untuk bertanggung jawab secara langsung kepada mereka yang dirugikan.
Keadilan restoratif memprioritaskan pembangunan, pemeliharaan, dan
perbaikan hubungan.

Selain itu, Keadilan restoratif memperhatikan sifat komunitas yang
saling terhubung dan berupaya memperkuat ikatan tersebut dan memperbaiki
kerusakan saat terjadi. Keadilan restoratif adalah pendekatan inklusif dan
dialogis yang memberikan kesempatan untuk mendengar dari orang-orang
terdampak dan mempraktikkan pengambilan keputusan kolektif untuk
mengatasi kerusakan. Keadilan restoratif mengundang partisipasi dari mereka
yang paling terdampak secara langsung, mereka yang bertanggung jawab atas
kerusakan, dan komunitas tempat mereka dirawat. Partisipasi bersifat sukarela
bagi semua yang terlibat 7.

Keadilan restoratif merupakan respons terhadap kesalahan yang
memprioritaskan perbaikan kerusakan dan mengakui bahwa menjaga
hubungan positif dengan orang lain merupakan kebutuhan inti manusia.
Keadilan ini berupaya mengatasi akar penyebab kejahatan, bahkan hingga
mengubah sistem dan struktur yang tidak adil. Dalam kerja PFI dengan jaringan

afiliasi global, tiga elemen inti keadilan restoratif adalah konsep yang
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saling terkait, yaitu Perjumpaan, Perbaikan, dan Transformasi. Setiap elemen
bersifat terpisah dan penting. Bersama-sama, ketiganya mewakili perjalanan
menuju kesejahteraan dan keutuhan yang dapat dialami oleh para korban,
pelaku, dan anggota masyarakat. Perjumpaan mengarah pada perbaikan, dan
perbaikan mengarah pada transformasi. Langkah-langkah ini membekali para
praktisi untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan cara yang nyata 2.

Pertemuan adalah titik awal, pertemuan yang difasilitasi yang
mempertemukan orang-orang yang paling terdampak oleh kejahatan untuk
menentukan cara memperbaiki = kerusakan. Pertemuan dimulai dengan
undangan, dan semua pihak berpartisipasi secara sukarela. Ada tiga kunci
untuk pertemuan yang efektif. Sebelum pelaku dapat berpartisipasi, mereka
harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan ingin menebus kesalahan.
Semua pemangku kepentingan yang terdampak oleh kesalahan korban, pelaku,
dan anggota Masyarakat memiliki suara dalam proses peradilan. Pertemuan
yang merupakan pertemuan terjadi di tempat yang aman, menumbuhkan
kerentanan, dan mencakup berbagi secara bebas tanpa penghakiman.

Karena kejahatan merugikan orang dan menghancurkan hubungan dan
masyarakat, keadilan restoratif berupaya memperbaiki kerusakan dari
perspektif yang luas. Setiap pemangku kepentingan memiliki kebutuhan unik
yang muncul dari kejahatan. Perbaikan membahas tentang kebutuhan korban

untuk penyembuhan. Korban sembuh melalui pertemuan dan hasilnya.
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Kebutuhan pelaku untuk menebus kesalahan, karena pelaku harus menebus
kesalahan dan berusaha mendapatkan kembali reputasi baik di masyarakat.
Pertemuan memberdayakan pelaku untuk menebus kesalahan secara langsung
kepada korban dan calon anggota masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan
kesehatan dan keselamatan relasional. Keluarga, teman, dan orang lain
mendukung korban dan pelaku saat mereka pulih dan berintegrasi kembali ke
dalam Masyarakat 4.

Pertemuan restoratif menciptakan ruang yang mengarah pada individu
yang berubah korban dan pelaku dan menemukan akar penyebab kejahatan,
bahkan masalah sistemik dan struktural. Setelah diidentifikasi, masalah
sistemik ini dapat dihadapi, ditangani, dan berpotensi diubah untuk
menumbuhkan sistemyang lebih adil dan masyarakat yang lebih sehat dan
aman. Keadilan restoratif, respons terhadap perilaku kriminal yang berfokus
pada ganti rugi pelanggar hukum dan penyelesaian masalah yang timbul dari
kejahatan di mana korban, pelaku, dan masyarakat dipertemukan untuk
memulihkan keharmonisan antara para pihak. Keadilan restoratif mencakup
mediasi langsung dan penyelesaian konflik antara pelaku, korban, keluarga
mereka, dan masyarakat. Keadilan ini meminta pertanggungjawaban pelaku
kepada pihak lain sambil juga memberikan pelaku pengalaman belajar yang
menawarkan gaya hidup yang taat hukum sebagai alternatif realistis terhadap

kriminalitas 7.
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Keadilan restoratif memandang kejahatan lebih dari sekadar
pelanggaran hukum pelanggaran terhadap otoritas pemerintah. Kejahatan
melanggar hubungan antarmanusia dan melukai korban, masyarakat, dan
bahkan pelaku. Setiap pihak terluka dengan cara yang berbeda, dan masing-
masing memiliki kebutuhan berbeda yang harus dipenuhi agar penyembuhan
dapat dimulai. Kejahatan mengganggu rasa percaya masyarakat dan sering kali
mengakibatkan perasaan curiga, terpisah, dan diskriminasi. Kejahatan
menciptakan keretakan antara teman, saudara, tetangga, dan masyarakat.
Kejahatan sering kali menimbulkan hubungan yang tidak bersahabat, padahal
sebelumnya tidak ada hubungan. Salah satu akibat kejahatan yang sering kali
diabaikan adalah bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan mereka
memiliki pengalaman negatif yang menyakitkan. Jika tidak terselesaikan,
hubungan yang tidak bersahabat itu berdampak negatif pada kesejahteraan
keduanya: Keadilan membutuhkan pemulihan bagi korban, pelaku, dan
masyarakat yang terkena dampak kejahatan 7.

Untuk mendorong penyembuhan, masyarakat harus menanggapi
kebutuhan pihak yang menjadi korban serta tanggung jawab pelaku. Keadilan
restoratif juga berfungsi sebagai alternatif bagi keadilan retributif (yang
memandang kejahatan terutama sebagai tindakan yang melanggar hukum
pidana yang ditetapkan oleh pemerintah) dan keadilan rehabilitatif (yang
mengambil pendekatan terapeutik yang membahas kebutuhan pelaku untuk

mendapatkan perawatan). Pada dasarnya, kedua perspektif tersebut berfokus
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pada aturan dan hukum yang berkaitan dengan tindakan pelaku. Negara
dipandang sebagai korban dalam kedua sistem tersebut, dan pelaku dimintai
pertanggungjawaban melalui hukuman (dalam sistem retributif) atau
perawatan (dalam model rehabilitatif). Akan tetapi, para korban menjadi
perhatian sekunder, yang umumnya bertindak sebagai saksi bagi negara.

Namun, keadilan restoratif mempertimbangkan korban primer (mereka
yang secara langsung dirugikan oleh tindakan pelaku) dan korban sekunder
(mereka yang secara tidak langsung dirugikan oleh tindakan pelaku [seperti
keluarga korban primer dan masyarakat luas]). Korban primer sering kali
mengalami cedera fisik, kerugian finansial, dan penderitaan emosional, dan
dampak dari kerugian tersebut dapat berlangsung hingga seumur hidup. Semua
korban utama, terlepas dari tingkat viktimisasi mereka, memiliki kebutuhan
untuk mendapatkan kembali rasa kendali atas hidup mereka dan agar hak-hak
mereka dibela. Selain itu, viktimisasi didasarkan pada pengalaman disakiti oleh
orang lain, sehingga korban merasa perlu untuk mengutuk kesalahan tersebut
secara otoritatif. Korban sekunder mungkin juga memiliki berbagai kebutuhan.
Misalnya, keluarga korban utama mungkin perlu mengganti harta benda atau
menanggung biaya pengobatan. Masyarakat mengupayakan pemulihan
ketertiban dan keamanan.

Keadilan restoratif juga membedakan antara cedera yang diakibatkan
dan cedera yang berkontribusi (yang terjadi sebelum kejahatan dilakukan dan
yang mungkin telah memicu kejahatan). Cedera yang diakibatkan dapat

bersifat fisik, seperti cedera yang diderita, atau emosional, seperti rasa malu
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atau malu. Cedera yang berkontribusi dapat mencakup kasus-kasus di mana
korban pelecehan anak menjadi pelaku pelecehan itu sendiri atau ketika
penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan lain menyebabkan perilaku kriminal
untuk mendukung kecanduan. Situasi-situasi ini bukanlah alasan untuk
perilaku kriminal tetapi harus ditangani dalam upaya penyembuhan.
Dibandingkan dengan keadilan retributif dan rehabilitatif, keadilan restoratif
lebih mengutamakan partisipasi para pelaku. Baik korban maupun pelaku
berperan aktif. Korban diperbolehkan mengajukan pertanyaan dan
mendapatkan jawaban atas pertanyaan. tersebut. Pelaku didorong untuk
memahami konsekuensi buruk dari perilaku mereka. Mereka mengakui
kesalahan mereka dan bertanggung jawab untuk menebus kesalahan. Upaya
masyarakat untuk memperbaiki cedera yang dialami korban dan pelaku
didorong ™’.

Cara terpenting yang membedakan keadilan pidana restoratif dari
keadilan retributif dan rehabilitatif adalah pada hasil prosesnya. Keadilan
retributif sering kali membebaskan pelaku dari kewajiban untuk mengakui
kesalahan atau membalas budi korban dan masyarakat. Sebaliknya, keadilan
restoratif berupaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan
memperbaiki kerusakan yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat.
Namun, jika pemenjaraan diperlukan demi keselamatan publik, hal itu harus

menjadi bagian dari penyelesaian. Contoh hasil keadilan restoratif meliputi
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restitusi, layanan masyarakat, dan rekonsiliasi korban-pelaku. Komponen yang
paling banyak digunakan dalam pemulihan adalah restitusi, karena cara yang
paling jelas untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas cedera yang
ditimbulkannya adalah dengan memberikan restitusi kepada korban. Perintah
restitusi pengadilan biasanya mengharuskan pelaku untuk membayar nilai
pasar wajar atas kerugian kepada korban. Mereka melakukan pembayaran
terjadwal, yang biasanya dikumpulkan oleh lembaga peradilan pidana seperti
departemen percobaan, untuk dibayarkan kepada korban.

Meskipun restitusi ‘menyediakan. jalan untuk pemulihan kerugian,
pentingnya restitusi terletak pada pengakuan kesalahan dan pernyataan
tanggung jawab. Restitusi juga membantu pelaku untuk menghadapi rasa
bersalah mereka dengan cara yang konstruktif, dan membantu masyarakat
dengan menempatkan lebih sedikit pelaku nonkekerasan di balik jeruji besi.
Para pendukung restitusi berpendapat bahwa restitusi menghasilkan tingkat
residivisme yang lebih rendah (kecenderungan perilaku kriminal kronis) di
antara para pelaku. Manfaat unik lainnya dari restitusi adalah restitusi
menghilangkan keuntungan dari kejahatan. Restitusi didasarkan pada nilai
pasar penuh dari barang tersebut, tetapi pelaku kejahatan jarang menerima nilai
pasar yang wajar dari barang curian, sehingga mereka dapat membayar kembali

berkali-kali lipat dari apa yang mereka terima. Karena keuntungan sering kali
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menjadi motivasi untuk melakukan kejahatan, menghilangkan keuntungan
merupakan pencegah yang ampuh 8.w

Komponen penting lain dari keadilan restoratif adalah layanan
masyarakat, yang digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki kerusakan
pada masyarakat. Layanan masyarakat yang diperintahkan pengadilan
mengharuskan pelanggar untuk melakukan sejumlah jam kerja gratis tertentu
untuk lembaga amal, organisasi nirlaba, atau lembaga pemerintah, dan dapat
diperintahkan sebagai syarat masa percobaan atau sebagai alternatif dari
penahanan. Umumnya, pelanggar yang tidak melakukan kekerasan ditugaskan
untuk melakukan layanan masyarakat, dan penyaringan yang cermat harus
dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggar tersebut sesuai untuk lokasi
tersebut dan sebaliknya dan untuk memastikan keselamatan public 7°.

Manfaat layanan masyarakat sangat mirip dengan restitusi. Layanan
masyarakat dapat membantu mengubah nilai-nilai pelanggar. Bagi banyak
orang, penyelesaian perintah pengadilan layanan masyarakat yang berhasil
merupakan pertama kalinya mereka melakukan sesuatu, dalam jangka waktu
yang lama, yang berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang positif.
Meskipun layanan masyarakat tidak membahas kebutuhan korban tertentu,
layanan ini memberi pelanggar kesempatan untuk membalas budi masyarakat
secara luas. Selain itu, pemantauan dan pengawasan yang diperlukan terkait

dengan layanan masyarakat sering kali lebih murah daripada pemenjaraan.
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Rekonsiliasi korban-pelaku merupakan bagian penting lain dari
keadilan restoratif. Korban dan pelanggar membahas kejahatan dan kerugian
yang ditimbulkannya. Sering kali, dengan bantuan mediator yang terlatih
khusus, korban dan pelanggar mengembangkan tindakan yang memungkinkan
pelanggar untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kejahatan
tersebut. Meskipun rekonsiliasi korban-pelaku paling umum untuk kasus-kasus
yang melibatkan kejahatan tanpa kekerasan, rekonsiliasi telah dan dapat
digunakan dengan sukses dalam kasus-kasus kejahatan serius dan kekerasan,
asalkan penyaringan dan persiapan yang memadai antara korban dan pelanggar
dilakukan &

Para korban menghargai pertemuan rekonsiliasi karena pertemuan
tersebut menyediakan forum untuk menghadapi pelanggar secara terstruktur
dan terpantau untuk merinci dampak kejahatan terhadap kehidupan mereka.
Selain itu, banyak korban memiliki pertanyaan yang belum terjawab yang tidak
ditangani oleh proses pengadilan. Mereka dapat mengajukan pertanyaan ini
langsung kepada pelaku. Para korban melaporkan bahwa pertemuan
rekonsiliasi membantu mereka untuk mendapatkan penyelesaian. Mereka
melaporkan bahwa pertemuan tersebut "memanusiakan” sistem peradilan
pidana, dan mereka mengalami berkurangnya rasa takut akan viktimisasi ulang.
Para pelaku juga sering melaporkan bahwa pertemuan rekonsiliasi bermanfaat.

Para pelaku yang bertemu dengan korban mereka cenderung tidak melakukan
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tindakan kriminal serupa dibandingkan dengan para pelaku yang tidak

bertemu.

Konsep tentang Ideal Legal Action.

Tindakan hukum mengacu pada proses formal penyelesaian sengketa
atau penegakan hak melalui sistem peradilan. Tindakan hukum mencakup
berbagai proses, termasuk gugatan perdata, penuntutan pidana, dan sidang
administratif, yang masing-masing diatur oleh aturan dan prosedur khusus.
Tindakan hukum memungkinkan individu, organisasi, atau pemerintah untuk
mencari  ganti rugi -atau menegakkan kewajiban berdasarkan hukum,
memastikan semua pihak dapat mengajukan kasus mereka di hadapan
pengadilan yang tidak memihak®?.

Proses ini biasanya dimulai dengan mengajukan pengaduan atau petisi,
yang menguraikan keluhan dan ganti rugi yang diminta. Dalam kasus perdata,
penggugat harus menunjukkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan
tergugat atau pelanggaran kewajiban hukum. Dalam kasus pidana, jaksa harus
membuktikan kesalahannya tanpa keraguan yang wajar. Beban pembuktian dan
standar pembuktian bervariasi tergantung pada jenis tindakan hukum, yang
mencerminkan berbagai tujuan dan konsekuensi yang terlibat®?,

Tindakan hukum diatur oleh kerangka undang-undang, peraturan, dan

hukum kasus yang kompleks yang bervariasi di berbagai yurisdiksi. Misalnya,
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Peraturan Prosedur Perdata Federal menyediakan kerangka kerja untuk litigasi
perdata di pengadilan federal, sementara pengadilan negara bagian mengikuti
aturan prosedural mereka sendiri. Proses pidana tunduk pada hukum federal
dan negara bagian, dengan hak konstitusional seperti hak atas pengadilan yang
adil dan perlindungan terhadap tindakan memberatkan diri sendiri sebagai
perlindungan mendasar.

Tindakan hukum menyediakan proses terstruktur untuk menegaskan
hak, mencari penyelesaian, dan memastikan akuntabilitas. Tindakan hukum
memungkinkan keluhan ditangani dalam suasana formal tempat bukti
dievaluasi dan argumen hukum didengar. Selain menyelesaikan perselisihan
perorangan, tindakan hukum melayani tujuan sosial yang lebih luas. Dengan
menegakkan hukum dan peraturan, tindakan hukum mencegah perilaku yang
melanggar hukum dan mendorong kepatuhan. Dalam kasus perdata, tindakan
hukum berkontribusi pada pengembangan hukum kasus, yang berfungsi
sebagai preseden untuk perselisihan di masa mendatang. Tindakan hukum juga
memfasilitasi perubahan sosial, yang memungkinkan tantangan terhadap
hukum atau praktik yang tidak adil®.

Melakukan tindakan hukum melibatkan langkah-langkah yang
disengaja untuk membawa perselisihan ke sistem peradilan. Prosesnya dimulai
dengan mengidentifikasi masalah hukum atau keluhan, seperti pelanggaran
kontrak atau cedera pribadi, yang memerlukan tindakan. Penggugat harus

menentukan yurisdiksi yang tepat, yang menentukan kewenangan pengadilan
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untuk mengadili kasus tersebut. Yurisdiksi sering kali didasarkan pada faktor-
faktor seperti lokasi para pihak atau pokok permasalahan perselisihan.

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan dan mengajukan pengaduan
atau petisi, dokumen hukum yang menguraikan fakta-fakta kasus, dasar hukum
untuk klaim, dan ganti rugi khusus yang diminta. Dokumen ini harus mematuhi
aturan prosedural, yang bervariasi tergantung pada apakah kasus diajukan di
pengadilan negara bagian atau federal. Setelah diajukan, pengaduan
disampaikan kepada terdakwa, secara resmi memberi tahu mereka tentang
tindakan hukum dan memungkinkan mereka untuk menanggapi.

Penyelesaian - Sengketa ~ Alternatif ~menawarkan cara untuk
menyelesaikan sengketa tanpa litigasi tradisional, termasuk mediasi, arbitrase,
dan negosiasi. Metode. ini sering kali lebih cepat, kurang formal, dan lebih
hemat biaya sekaligus menjaga hubungan antara para pihak, seperti dalam
hukum keluarga atau sengketa bisnis. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang
netral yang memfasilitasi diskusi untuk membantu para pihak mencapai
resolusi sukarela. Mediator tidak memaksakan keputusan tetapi membimbing
para pihak menuju kesepakatan. Mediasi digunakan dalam sengketa perdata
dan dinilai karena kerahasiaan dan fleksibilitasnya®.

Arbitrase adalah proses yang lebih terstruktur di mana seorang arbiter
mendengarkan bukti dan argumen sebelum mengeluarkan keputusan yang

mengikat. Arbitrase umumnya digunakan dalam sengketa komersial,
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khususnya yang melibatkan kontrak dengan klausul arbitrase. Meskipun
arbitrase dapat efisien, arbitrase menghadapi kritik karena membatasi akses ke
proses pengadilan, khususnya ketika klausul arbitrase wajib terlibat. Negosiasi,
metode ADR yang paling informal, memungkinkan para pihak untuk
berkomunikasi secara langsung atau melalui pengacara untuk mencapai
penyelesaian. Proses ini dapat menghemat waktu dan sumber daya dan sering
kali menjadi langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan. Negosiasi
yang berhasil memberikan solusi yang disesuaikan kebutuhan Para pihak®,
Hukum ideal merupakan prinsip dan nilai inti yang memandu
pengembangan dan penerapan hukum dalam masyarakat. Model ini tidak
hanya membentuk cara hukum ditafsirkan dan ditegakkan, tetapi juga
memengaruhi bagaimana keadilan dikonseptualisasikan dan dicapai. Berikut
ini adalah beberapa bentuk hukum yang ideal utama yang menjadi dasar bagi
banyak sistem hukum, khususnya dalam masyarakat demokratis: keadilan,
kesetaraan, supremasi hukum, kebebasan, demokrasi, dan lainnya. Ideal law
action berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan yang memengaruhi
bagaimana hukum dibuat, ditafsirkan, dan ditegakkan. Mereka membentuk
hubungan antara individu dan negara, memastikan bahwa hukum
mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak dasar.
Meskipun ini bersifat universal, penerapannya dapat sangat bervariasi

tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan politik .
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BAB Il1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Mediasi Penal sebagai upayal ideal dallam terwujudnya

restorative justice di Lapals Terbuka Kelas I B Kabupaten Kendal.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa
alternatif di luar pengadilan (biasal disebut dengan Alternative Dispute
Resolution atalu AIDR, aldal yang menyebutnya dengan sebutan Dispute
Resolution. ADR umumnya digunakan dalam perkara perdata, bukan
perkara pidana. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia salat ini
(hukum positif) paldal prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di
luar pengadilan &. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar
pengadilan hanya dalam sengketa perdata, namun dalam praktiknya sering kali
perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi ajpalralt
penegak hukum altalu melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian
atau remisi dari lembaga-lembaga yang aldal dalam masyarakat.

Hadirnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian
sengketa di bidang hukum pidana melalui jalur restitusi dalam proses pidana
menunjukkan bahwal terdapat perbedaan antalra hukum pidana dan hukum
perdata, dan perbedaan tersebut tidak begitu besar sehingga tidak berfungsi.

Mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan hukum.
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Dallam perspektif filosofis eksistensi mediasi penal diterapkan alsals
penyelesaian yang mengandung unsur “menang-menang”dan tidak berakhir
dengan situasi “kalah-kalah” atau “menang-kalah” karena untuk mencapai
keadilan harus melalui pencapaian keadilan formal melalui proses hukum
litigasi .

Melalui proses mediasi malkal keadilan penal diperoleh puncak
tertinggi karena adanyal kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara
pidana yaitu antara pelaku dan korban. Paral korban dan pelaku diharapkan
dalpat mencari dan mencapali suatu penyelesaian serta alternatif terbaik
untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari hal ini adalah pelaku
dan korban dapat mengajukan ganti kerugian yang ditawarkan, disepakati
dan dirundingkan di antaral mereka secaral bersama-samal sehingga
penyelesaian yang dicapai adalah “menang-menang” (win-win).

Selain itu melalui mediasi penal ini akan berimplikasi positif bagi
tercapainyal keadilan yang secalral filosofis dilakukan dengan cepat,
sederhana dan murah karena palra pihak yang terlibat relatif lebih sedikit
dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen-komponen
sistem peradilan pidana. Mediasi penal dapat dikaji dari perspektif
sosiologis, sesuai dengan kearifan lokal malsyalrakalt Indonesia. Dari
perspektif yuridis, mengarah paldal pemilihan pokok persoalan hakiki pola

penyelesaian sengketa pidana, ranahnya dikaitkan dengan superioritas
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negara dengan superioritas masyarakalt, yaitu kearifan hukum. Selain
dimensi-dimensi di atals implikasi-implikasi lain eksistensi aktual mediasi
penal dapat dikatakan antara “ada dan tidak” . Dikatakan demikian karena
ketentuan-ketentuan hukum tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana
tetapi padal tataran berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenal
dengan istilah diskresi penegak hukum yang dibatasi melalui diskresi dan
hanyal bersifat parsial. Praktik mediasi penal telah dilakukan oleh
masyarakat Indonesia dan penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan
sebagaimana mekanisme lembaga adat.

Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara
pidana di luar pengadilan. Dalam penyelesaian perkara pidana jika melalui
pengadilan biasanyal selalu dijatuhkan hukuman pidanal oleh hakim
ternadap pelaku, hal ini secara filosofis terkadang tidak memuaskan semua
pihak, oleh karena itu perlu adanyal pemikiran penyelesaian perkara pidana
melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan maksud agar dapalt
menyelesaikan konflik antalral pelaku dan korban. Dilihat dari perspektif
sejarah, hukum pidana publik sebagaimana dikenal saalt ini telah mengalami
perkembangan yang cukup panjang. Perkembangan hukum pidanal
dipandang sebagali suatu perbuatan yang merugikan altalu merugikan
kepentingan orang lain dan diikuti dengan suatu pembalasan. Pembalasan

tersebut pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari orang yang
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dirugikan atau yang terkena perbuatan tetapi meluas kepada kewajiban
seluruh keluarga, bahkahn aldal yang menjadi kewajiban publik.

Seiring dengan perkembangan zamaln, perubahan dan dinamika
masyarakat sangat kompleks di satu sisi, sedangkan di sisi lain pengaturan
peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan perundang-undangan
parsial ternyata hukum pidana yang bersifat publik bergeser sifatnya karena
juga bertumpu paldal ranah privat dengan dikenal dan dipraktikkannya
mediasi penal sebagal sallah satu bentuk penyelesaian perkalra di luar
pengadilan. Dengan demikian, meskipun hukum pidana merupakan hukum
publik tetapi tidak menutup kemungkinan aldanya mediasi dalam
penyelesaian perkaranya. Dilihat dari segi terminologi, mediasi penal
dikenal dengan istilah mediation in criminal cases, mediation in penal
problems, victim offenses mediation, offenser victim settlement (Inggris),
strafbemiddeling (Belanda), der Alu Bergerichtliche Tatausgleich (Jerman),
de mediation penale (Perancis) . Pada dasarnya, mediasi penal merupakan
salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ADR yang
lazim diterapkan padal perkara perdata.

Selain itu, ADR di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terkait hall tersebut telah muncul

beberapa lembaga yang mendorong metode ADR, antaral lain Badan
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Alrbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang bergerak di bidang dunia
perdagangan dan AIDR dalam penyelesaian sengketa jalsal konstruksi
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000) yang yurisdiksinya meliputi
bidang perdatal.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia telah muncul, konsep ADR
tidak lagi terbatas palda perkara perdata, tetapi juga telah menjadi bagian
dari penegakan hukum pidana. Dalam hukum positif Indonesia asals perkara
pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, meskipun dalam kasus
tertentu dimungkinkan penyelesaian di luar pengadilan. Namun dallam
praktik penegakan hukum di Indonesia, sering kali perkara pidanal
diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi alpalrat penegak hukum,
mekanisme perdamalian, iembagal aldat dan sebagainya. Implikasi dari
praktik penyelesaian perkalra di luar pengadilan selamal ini belum aldal
landasan hukum formalnya, sehingga umumnya perkara informal telah
dilakukan penyelesaian secara damali melalui mekanisme hukum adalt,
tetapi tetap diproses pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku.
Konsekuensi dari semakin diterapkannya keberadaan mediasi penal sebagai

solusi alternatif di bidang hukum pidana melalui restitusi dallam proses
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pidana menunjukkan bahwal perbedaan antalra hukum pidana dan hukum
perdata tidak begitu besar dan perbedaan tersebut menjadi tidak berjalan .
Keberadaan mediasi penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari
aspek teoritis dan praktis. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin
banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan, maka mekanisme polarisasi
dan penal menjadi salah satu solusi untuk menekan volume perkara,
sepanjang memang benar-benar dikehendaki oleh para pihak (tersangka dan
korban), dan untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terjaganya
harmonisasi sosial. Pemenuhan kepentingan yang lebih luas merupakan
tujuan utaima mediasi penal, sehingga perkara tidak lagi hanya masuk ke
ranah litigasi atau persidangan dan membuat perkara semakin menumpuk.
Penyelesaian sengketa antalral pihak yang bersengketa apalbila
menimbulkan konflik dan mengakibatkan kerugian bahkan penderitaan
bagi para pihak, maka dapat dilakukan penuntutan, dan dalam melakukan
penuntutan biasanyal korban menuntut ganti rugi kepadal pelaku dan untuk
diproses di pengadilan, dengan menyelesaikannya di pengadilan makal akan
jelas bagaimana nasib dan kepastian hak-hak korban, akan tetapi banyak
dari paral pihak yang menginginkan adanyal solusi dalam menyelesaikan
sengketa tersebut. Keuntungan penyelesaian sengketa dalam perkara pidana
adallah biaya yang murah, dan penyelesaian yang cepat, yang disebut

kooperatif karena palra pihak yang bersengketa merasa puas, mencegah
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penumpukan perkara di pengadilan, menghilangkan segala dendam, antalral
lain memaksimalkan fungsi kelembagaan dengan memaksimalkan dan
memperkuat adalnyal hubungan kekeluargaan dallam menyelesaikan
sengketa di samping putusan pengadilan dan proses peradilan. Mediasi
penal juga dapat menerapkan nilai-nilai keadilan yang bersifat restoratif dan
mengutamakan pencarian kesepakatan melalui win-win solution dengan
jallan tengah dengan mengutamakan musyawalrah untuk mencari
kesepakatan bersama dengan melibatkan mediator yang netral, dan dihadiri
oleh korban dan pelaku beserta orang tua korban serta dari perwakilan
masyarakat, yang bertujuan bagi korban sebagai pemulihan bagi korban dan
pelaku serta lingkungan malsyarakait *.

Penyelesaian yang berlandaskan padal keadilan dalam menyikapi
tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga lebih diutamakan oleh
para pihak, selain keuntungan yang diperoleh dari penyelesaian yang aldal,
privasi kedua belah pihak tetap terjaga dan tidak diketahui oleh masyarakat
atau khalayak ramai, dan penyelesaian disini memang melibatkan pihak
ketiga yang netral dan berwenang dalam mengambil keputusan serta tidak
memiliki kepentingan dan keuntungan dari berbagai perselisihan diantaral
mereka. Optimalisasi disini dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga dimana mencari suatu proses atau hasil yang ideal dan

efisien. atau menimbulkan luka pada badan dapat memberikan biaya
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pengobatan dan rumah sakit, melakukan penggantian biaya yang timbul
akibalt penderitaan yang dialami oleh korban, maksudnya dengan calra
duduk bersama dalam musyawarah dan mencari jalan keluar dalam
penyelesaiannya, dan dengan cara menyelesaikannya melalui jalur
pengadilan, para pihak antaral pelaku dan korban telah sepakat bahwa telah
aldal kesepakatan yang telah dibuat, termasuk mengenai rehabilitasi yang
diberikan kepada korban, apabilal terjadi tindak kekerasan yang secara
psikologis menimbulkan tekanan batin korban akibalt perlakuan yang
dilakukan oleh pelaku *.

Penerapan mediasi penal yang dilakukan dengan cara duduk
bersama dalam mencari keputusan secara bulat merupakan jalan tengah dan
dilakukan secara musyawarah yang berlandaskan padal keadilan bagi para
pihak dallam penyelesaian sengketa di bidang pidana, dengan penyelesaian di
luar pengadilan selain memberikan raisa keadilan9 di antalra palral pihak,
juga dapat memberikan kepuasan dan kepastian hak dan kewajiban masing-
masing dalam mencari jalan tengah atalu solusi dalam menyelesaikan
permasalahan atau sengketa yang ada. Banyak pihak yang memilih mediasi
penal karenal penyelesaian di pengadilan memakan waktu yang lamal
sehingga dalam penyelesaian sengketa lebih cepat dan tidak memakan

waktu yang lamal, tidak berbelit-belit dan memberikan kepuasan kepada
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para pihak, artinya tidak mencari keuntungan dari salah satu pihak tetapi
mencari jalan tengah dan mendamaikan dengan mencari jalan keluar.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu undang-undang
tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 belum cukup efektif dalam
memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga
sehingga menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikannya, selain itu
tujuan utamal dari mediasi penal aldallalh untuk melindungi dan juga
memberdayakan korban agar mampu menyampaikan keinginannya dan
mendapatkan ralsal keadilan yang diinginkan serta memulihkan
kemauannyal. Kehidupan rumah tangga yang menghargai hak dan
kewajiban masing-masing pasangan, difokuskan pada negara Indonesia
karena tingkat kekerasan dalam rumah tanggal telah meningkat konsep
mediasi penal yang dapat menghasilkan keadilan restoratif dimana sebagai
alternatif dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan
dianggap tepat karena sifatnya yang dapat memberikan kekuasaan penuh
kepada palra pithak dan menentukan proses dan hasil kesepakatan yang
dikehendaki. Dan keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan
pihak ketiga, melainkan kehendak dan kekuasaan penuh para pihak yang
bersengketa, dan merupakan kesepakatan tertulis.

Keadilan restoratif mempertemukan mereka yang dirugikan oleh
kejahatan atalu konflik dan mereka yang bertanggung jawab atals kerugian

tersebut, sehingga memungkinkan setiap orang yang terdampak oleh
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insiden tertentu untuk berperan dalam memperbaiki kerugian dan
menemukan jalan keluar yang positif *. Ini adallah bagian dari bidang yang
lebih luas yang disebut keadilan restoratif. Keadilan restoratif dapat
digunakan di malnal salja untuk mencegah konflik, membangun hubungan,
dan memperbaiki kerugian dengan memungkinkan orang berkomunikasi
secara efektif dan positif. Keadilan restoratif semakin banyak digunakan di
sekolah, layanan anak-anak, tempat kerja, rumah sakit, masyarakalt, dan
sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif dapat melibatkan pendekatan proaktif untuk
mencegah kerugian dan konflik serta kegiatan yang memperbaiki kerugian
di tempat konflik telah muncul. Jika yang terakhir diperlukan, pertemuan
restoratif yang difasilitasi dajpalt diadakan. Hal ini memungkinkan individu
dan kelompok untuk bekerja salmal guna meningkatkan pemahamaln
bersama mereka tentang suatu masalah dan bersama-sama mencapai solusi
terbaik yang tersedia. Namun, dalam banyak kasus, pendekatan yang
kurang formal, berdasarkan prinsip-prinsip restoratif, mungkin lebih tepat.
Keadilan restoratif membantu orang untuk menyadari bahwal semua
aktivitas mereka memengaruhi orang lain dan bahwal orang bertanggung
jawab alftals pilihan dan tindakan mereka serta dalpat dimintai
pertanggungjawaban altals pilihan dan tindakan tersebut. Praktik ini

memungkinkan orang untuk merenungkan calral mereka berinteraksi satu
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sama lain dan mempertimbangkan caral terbaik untuk mencegah bahaya dan

konflik %.

Di sisi lain, keadilan restoratif adalah pendekatan untuk menangani
kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang berfokus padal perbaikan
kerugian dan pemulihan hubungan, bukan hanyal berfokus pada hukuman.
Pendekatan ini menekankan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat,
dengan menawarkan kesempatan untuk berdialog, bertanggung jawab, dan
berdamai. Selain itu, keadilan restorative juga memiliki makna yang besar
dalam mendalami esensinya Ketika diterapkan dalam sebuah penanganan
perkalra sebagali berikut %:

a. Fokus padal Perbaikan Kerugian. Keadilan restoratif melihat kejahatan
sebagai pelanggaran terhadap individu dan masyarakat, bukan hanya
terhadap negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian
yang disebabkan oleh kejahatan dan memulihkan hubungan antalral
mereka yang terlibat.

b. Keterlibatan Semua Pihak. Proses keadilan restoratif melibatkan
korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Pihak-pihak ini diberi
kesempatan untuk berkomunikasi, memahami dampak kerugian, dan
bekerja samal untuk menemukan solusi.

c. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab. Keadilan restoratif menekankan

bahwal pelaku bertanggung jawab altals tindakan mereka dan menebus
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kerugian yang telah mereka sebabkan. Hal ini dapat mencakup restitusi,
layanan masyarakat, atau tindakan lain yang disetujui oleh pihak-pihak
yang terlibat.

d. Rekonsiliasi dan Penyembuhan. Keadilan restoratif bertujuan untuk
mendorong rekonsiliasi dan penyembuhan bagi semua pihak yang
terlibat, baik korban maupun pelaku. Dengan mendorong dialog dan
pemahaman, hal ini dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi
dan tidak berdaya.

e. Keterlibatan Malsyarakalt. Keadilan restoratif mengakui bahwal
masyarakat memainkan peran penting dalam menanggapi kesalahan
dan memperbaiki kerusakan. Anggota masyarakat dapat terlibat dalam
proses keadilan restoratif, memberikan dukungan, bimbingan, dan

sumber dalyal bagi semua pihak yang terlibat.

Lembaga Pemasyarakatan Klas Il AL Kendal terletak paldal jalur
Pantura atau Pantai Utar pulau Jawa, sehingga budaya yang berkembang
adalah budaya masyarakat pantai yang berbeda karakter penduduknya
dengan daerah pegunungan . Hall ini sangat berpengaruh padal tingkat
kriminalitas yang aldal di kabupaten Kendal yang merupakan penyangga
kota Semarang, pencampuran antara budaya Kabupaten Kendal dan budaya
Kota Semarang menjadikan budaya yang spesifik dan pengaruhnya sangat
besar terhadap bentuk tindak kriminal yang aldal di Kabupaten Kendal.

Masyarakat Kendal yang dikenal sebagai masyarakat yang religius sehingga
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mencampurkan antara masyarakalt yang relegius dan budaya yang aldal
mempengaruhi bentuk pembinaan yang adal di Lembaga Pemasyarakatan
Klas 11A Kendal. Lembaga Pemasyarakatan Kendal Kelas 1A Kendal
didirikan padal tahun 1870 palda masa pemerintahan Hindia Belanda yang
memiliki kapasitas hunian sebanyak 250 orang.

Lapals Kendal Kelas Il B salalt ini telah mengalami peningkatkan
jumlah narapidanal yang terdaftar mengalami tiap tahunnya semakin
bertambah dengan beragam kasus yang ada. Beberapa kasus yang adal,
seperti: pencurian, pemerasan, masalah anak dan lainnya. Hall ini
menjadikan suatu malsalah dallaim instansi yang perlu diperhatikan.
Mengingat jumlah kondisi instansi yang tidak sebanding dengan jumlah
narapidana‘yang aldal padal instansi tersebut. Paidal tahun 2024/2025 jumlah
data jumlah narapidana yang terdapat padal kantor Lapas Terbuka Kelas 1l B
Kabupaten Kendal padal tahun tersebut bertambah 33 orang narapidana.
Kondisi ini maka apabila tidak segera diatasi dan diberikan solusi lain dapat
membebani instansi Lalpas Kendal Kelas Il B mengingat aldanyal
keterbatasan yang aldal di factor internal maupun eksternal.

Pemilihan mediasi penal sebagai Upayal dalam mengatasi
permasalahan di atals menjadi satu alternatif solusi yang ideal. Karena selain
turut dalam mengatasi permasalahan yang aldal di kantor Lapas Kendal Kelas
I B selamali ini, di sisi lain mampu memberikan keadilan restorative bagi
sesama. Hadirnya mediasi penal dapat memberikan ruang untuk mengatasi

dan memberikan jalan lain dalam memberikan putusan kebijakan dalam
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menerima narapadina baru. Beberapa keunggulan mediasi penal yang
beragam menjadi nilai tambah dalam memberikan bantuan atas case yang
aldal di kantor Lapals Kendal Kelas Il B selamal ini. Keunggulan mediasi
penal antaral lain dapat mengurangi ralsa dendam korban terhadap pelaku
tindak pidana dan fleksibilitas proseduralnya, karena tidak mengharuskan
untuk mengikuti semua proses yang diamalnatkaln oleh Sistem Peradilan
Pidana (SPP), sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah dan
penyelesaiannya lebih cepat dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, proses ini
juga menguntungkan korban karena memungkinkan mereka untuk
memperoleh ganti rugi dari pelaku tindak pidana, yang pada akhirnya dapat
mengembalikan hubungan yang harmonis antalral korban dan pelaku tindak
pidana.

Selain itu, mediasi penal juga memiliki proses yang cepat. karena
jumlah'waktu yang diperlukan bagi palral pihak dan oleh karena itu Mediator
untuk mengatur mediasi jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk
persidangan atalu arbitrase, mediasi perselisinan dapalt terjadi relatif lebih
awall. Selain itu, setelah mediasi dimulai, Mediator dalpait
mempertimbangkan malsalah-malsalah yang dianggapnya penting untuk
membawa palral pihak mencapai kesepakatan; bukti yang memakan waktu
sering kali dihindari, sehingga memanfaatkan waktu dan sumber dayal palral
pihak sebaik-baiknya. Bahkan jika seluruh pengumpulan bukti telah
dilakukan, hampir selalu dibutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk

memediasi perselisihan daripada melakukannya di pengadilan. Di sisi lain,
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juga fleksibel, tidak aldal rumus yang ditetapkan untuk mediasi. Berbagai
Mediator menggunakan galyal yang berbeda. Prosedur sering dimodifikasi
untuk memenuhi persyaratan kasus tertentu. Mediasi dajpat terjadi bahkan
selamal persidangan atau sebelum proses hukum formal dimulai. dan yang
terakhir adalah hemat Biaya karena mediasi umumnya memerlukan
persiapan yang lebih sedikit, tidak terlalu formal dibandingkan persidangan
atau arbitrase, dan dapat dilakukan pada tahap awal perselisihan, biayanya
selalu lebih murah dibandingkan jenis penyelesaian perselisihan lainnya®’.
Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 28 Mei 2025 dengan

Roni Darmawan selaku Kepala lembaga pemasyarakatan Terbuka kelas I
B Kendal menyatakan bahwa model yang bhisa diterapkan oleh kantor Lapas
Terbuka Kelas Il B Kendal adalah victim offender mediation model . Hal ini
mengingat bahwa model tersebut menawarkan beberapa manfaat, termasuk
peningkatan kepuasan korban, pengurangan residivisme pelaku, dan sistem
peradilan yang lebih hemat biaya. Mediasi ini menyediakan wadah bagi
korban untuk mengungkapkan perasaan mereka, bagi pelaku untuk
bertanggung jawab, dan bagi kedua belah pihak untuk bekerja menuju
penyelesaian yang disetujui bersama, yang sering kali mencakup restitusi
dan permintaan maaf. Selain itu, model ini sangat efektivitas biaya karena
biasanya lebih murah daripada proses pengadilan tradisional, menghemat

sumber daya dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana®.
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Mediasi penal juga dapat menyatukan para pihak yangmana para
pihak dapat menyelamatkan dan terkadang membangun kembali hubungan
mereka seperti selamal perselisihan keluarga atalu perselisihan komersial.
Kondisi ini memudahkan palral pihak dajpat mengendalikan waktu, lokasi,
dan durasi persidangan hingga sebagian besar. Penjadwalan tidak
bergantung padal kemudahan pengadilan. Ini menjadikan mediasi penal
lebih kreatif dimanal resolusi yang tidak mungkin dicapai melalui arbitrase
atau penentuan pengadilan juga dapat dicapai. Mediator yang baik membuat
para pihak mengenali solusi yang mungkin tidak terlihat dan tidak tersedia
selama proses penyelesaian sengketa normal. Batasan solusi kreatif hanya
sekitar variabilitas sengketa yang mungkin dihadapi Mediator.

Hal tersebut selarasa dengan yang disampaikan oleh Mulya Adi
Guna selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/anak didik dan kegiatan
kerja di Kantor Lapas Terbuka Kelas Il B Kendal pada hari Rabu tanggal 28
Mei 2025 yang memberikan pernyataan bahwa model mediasi yang cocok
adalah victim offender mediation untuk diterapkan di kantor ini. Model ini
dirasa memiliki banyak keunggulan dalam implementasinya, seperti: a.
Peningkatan kepuasan korban yangmana korban sering kali merasa lebih
berdaya dan memiliki rasa keadilan yang lebih besar ketika mereka secara
aktif terlibat dalam proses penyelesaian, b. Penyelesaian yang dapat
diterima bersama karena model ini memungkinkan korban dan pelaku untuk
mengembangkan rencana restitusi yang mengatasi kerugian yang

disebabkan oleh kejahatan, yang mengarah pada hasil yang lebih
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memuaskan bagi kedua belah pihak dan c. Hubungan menjadi lebi baik
karena kesempatan untuk meminta maaf dalam hal ini pelaku memiliki
kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepada korban, yang
sering kali dihargai oleh korban sehingga dapat membantu memulihkan
hubungan antara korban dan pelaku yang saling mengenal sebelum
pelanggaran, dan bahkan dapat berdampak positif pada hubungan pelaku
dengan keluarga dan komunitas mereka *°.

Tak kalah pentingnya bahwa dalam mediasi penal kerahasiaan
terkait alpal yang dikatakan selama mediasi sering kali dirahasiakan. Palral
pihak yang ingin menghindari sorotan publisitas dajpat menggunakan
mediasi untuk menjagal perselisihan mereka tetap rendah dan pribadi.
Pernyataan sering kali dibuat kepada Mediator yang tidak dapalt digunakan
untuk tujuan alpal pun selain membantu Mediator dalam memahami
penyelesaian sengketa. Kerahalsiaan mendorong keterusterangan, dan
keterusterangan lebih mungkin berakhir dengan penyelesaian. Makal dalam
hall ini palral pthak mengendalikan hasil mediasi dan salah satu pihak
memiliki keuntungan untuk mengakhiri mediasi, jika dirasa tidak sesuali
dengan kepentingan pihak tersebut. Aldainya komunikasi langsung selamal
mediasi atalu aldal komunikasi langsung antalr pihak. Setidaknya palra pihak
memiliki kesadaran untuk didengar oleh Mediator jika palral pihak atau salah

satu dari mereka diwakili oleh seorang pengalcaral.
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Sebagali bentuk pelaksanaan penegakan hukum dallaim sistem

peradilan pidana malkal diberikan hak-hak terhadap tersangka maupun
terdakwa dallaim setiap talhalpalnnyal baik paldal salalt proses penyidikan,
penuntutan, maupun ketika sidang peradilan. Hak-halk tersebut merupakan
bentuk penghormatan dalsar dari HAIM yang harus dilindungi dallam rangka
mewujudkan ralsal keadilan. Aldalpun alsals-alsals dallalm sistem peradilan
pidana meliputi: al. Allsals cepat, sederhana, dan bialyal ringan; b. Allsals
praduga tak bersalah; ¢. Alsals pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
d. Allsals oportunitas; e. Allsals semua orang salmal di maltal hukum (equality
before the law); f. Alsals tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan
hukum; g. Allsals pemeriksaan hakim yang langsung daln lisan; h. Allsals
pemberian kompensasi, gainti rugi daln rehabilitasi. Menurut Soerjono
Soekanto “mallsyallraiikallt dallpallt mempengaruhi penegakan hukum dalllalim
merumuskan daln menetapkan suatu peraturan hukum baru berdalsalrkan
norma-norma sosial yang alldall dain berkembang”.1%

Selain peran serta malsyalralkalt sebalgal kelompok sosial, hukum
juga mengikuti suatu perubahan yang terjadi di malsyalralkalt. Penerapan
hukuman taimbalhaln berupa tindakan kebiri kimia yang terdapat dallam
Undang Undang Nomor 17 Talhun 2016 menurut penulis memiliki beberalpal
unsur yaitu:1° al. Unsur yuridis, yaitu menggambarkan balhwal peraturan

tersebut dibentuk untuk mengaltasi permalsallalhain yang alldall dengan
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mempertimbangkan rallsall kealdilan di malsyalralkalt. b. Unsur filosofis,
menggambarkan bahwal peraturan tersebut merupakan pandangahn hidup,
kesadalrain daln cita-cita hukum. c. Unsur sosiologis, menandakan bahwal
peraturan tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan malsyalralkalt dallalm
berbagai situasi dan keadaaln. Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional
alldalllallh menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan
peradilan di Indonesia allntallrall lain diatur dallaim Undang Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasalan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman alldalllallh
kekualsalan yang merdeka uniuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancalsilal demi
terselenggaranya negalral hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan aligallmall, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan talltall usalha negara, dan oleh sebuah Malhkamalh Konstitusi (MK),
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dain keadilan.
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakain hukum alldalllallh suatu proses

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yalitu pikiran-pikiran baldaln
pembuat undang-undang yang dirumuskan dallalm peraturan-peraturan
hukum menjadi kenyaltalain. Secalral konsepsional, inti daln arrti penegakan
hukum terletak palldall kegiattan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dallaim kalidalhkalidalh yalng balik yang terwujud dallaim

serangkalian nilai untuk menciptakan, memelihara dain mempertahankan
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kedamalialn pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak
negatif altalu positifnya terletak paldal isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor
ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat, merupakahn esensi
serta tolok ukur dalri efektivitas penegalkan hukum. Faktor-faktor tersebut
aldallalh: al. Hukum (undang undang); b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak
yang membentuk maupun menerapkan hukum; ¢. Salralnal altalu fasilitas yang
mendukung upalyal penegakan hukum; d. Malsyalralkalt, yakni kepadal sialpal
hukum tersebut diterapkan; e. Kebudayaan, yakni sebagali hasil kalrya, cipta
dan ralsal yang didasarkan paldal kalrsa manusia dalam pergaulan hidup.
Menurut Balrdal Nawalwi Arief menyaltalkan balhwal usalhal
penanggulangan kejalhaltain dengan hukum pidainal palldall hakikatnyal
merupakan balgiain dari usalhal penegakan hukum pidanal, sehingga sering
pulal dikaltalkaln balhwval politik hukum alltallu kebijalkan hukum pidalnal
merupakan balgian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement
policy) 1%, Lebih lanjut Balrdal Nalwalwi Acrief jugal berpendapat balhwal
penegakan hukum pidanal terdiri dari dua tahalp. Pertama, penegakan hukum
pidalnal in albstralcto daln kedual penegalkan hukum pidalnal in concreto.
Penegakan hukum pidalnal in albstracto merupakan talhalp
pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh baldaln legislatif,

yang dalpalt disebut talhalp legislasi. Penegakan hukum pidalnal in concreto
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terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanalan undang-undang oleh
allpallrallt penegak hukum, yang dalpalt disebut talhalp yudisial dain talhalp
eksekusi.

Upalya yang dilakukan oleh kantor Lapas Kendal Kelas Il B jika
mengacu paldal teori penegakan hukum oleh Satjipto Ralhalrdjo makal guna
mewujudkan keadilan sesame dan hukum dapalt ditegakan adil di
Masyarakat sebagai salah satu indicator yang harus diperhatikan adalah dari
sisi aturan hukumnya. Malkal dalam hal ini, dengan adanyal mediasi penal
dallam mewujudkan keadilan restorative malkal perlu dibentuk regulasi
khusus sehingga pelaksanaanyal bisa diterapkan langsung oleh kantor Lapals
Kendal Kelas Il B dengan baik dan maksimal. Hal ini mengingat bahwal
penegakan hukum- yang adil membawa berbagai keuntungan bagi
malsyarakat, seperti menjamin keadilan, menciptakan raisa amaln, dan
mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Keadilan sosial
terlindungi, ketertiban terpelihara, dan hak asasi manusia dihormati.

Hal ini selaras denga napa yang disampaikan oleh Ballrdall Nalwalwi
Avrief ballhwall usallhall penanggulangan kejahatan dengan hukum pidanal palldall
halkikatnya merupakahn balgiain dalri usallhall penegakan hukum pidana
sehingga aldanyal pemilihan Solusi atals case yang aldal dengan menerapkan
mediasi penal paldal Lapas Kendal Kelas Il B sebagali bentuk upayal
penegakan hukum di Masyarakat. Penegakan hukum sangat penting karena
dampak positif di masyarakat luar biasa, seperti: Penegakan hukum yang

adil memastikan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa
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memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Ini membantu menciptakan
masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang
sama untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Penegakan hukum yang
adil membantu membangun kultur hukum yang kuat di masyarakat, di mana
orang menghormati hukum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.
Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan lebih
bertanggung jawalb. Intinya bahwa penegakan hukum yang adil
merupakan fondasi penting bagi malsyarakalt yang adil, amaln, dan
sejahtera. Penegakan hukum yang kuat menciptakan lingkungan yang
kondusif untuk pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup
bagi semua orang.

Jadi, mediasi penal yang menjadi kunci utama bahwal tersedianya
prosedur sukarela, tidak mengikat, rahasia, dan berbasis kepentingan. Palra
pihak bebas untuk mengakhiri mediasi kapan sajjal setelah pertemuan utama.
Tidak aldal keputusan yang sering dipaksakan kepada pihak yang terlibat,
dan bahwa mereka mungkin atalu mungkin tidak menyetujui penyelesaian
yang dinegosiasikan. Prinsip kerahasiaan memastikan bahwal opsi alpal pun
yang dibahas palra pihak tidak alkan memiliki konsekuensi di luar proses
mediasi. Malkal penerapan mediasi penal di Lapas Kendal Kelas 1l B sangat
penting dalam mengatasi permasalahan yang aldal dan mewujudkan keadilan
restorative bagi sesama. Selain itu, urgensi dari mediasi penal memberikan

beberapa kelebihan tersendiri dalldm pelaksanaanya, sebagai berikut'%:
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a. Aspek Pendanaan program mediasi internal Pengadilan ditanggung oleh
bialya pengajuan pribadi. Sementara mediator eksternal dalpait
mengenakan bialya yang sebanding dengan biayal pengacara, proses
mediasi umumnya memakan waktu jauh lebih sedikit daripada
memindahkan kasus melalui jalur hukum standar. Sementara kasus di
tangan pengacara atau pengadilan mungkin memakan waktu berbulan-
bulan aftalu bertahun-tahun untuk diselesaikan, mediasi biasanyal
mencapai resolusi dallam hitungan jam. Mengambil waktu lebih sedikit
berarti mengeluarkan lebih sedikit uang untuk biayal dan ongkos per jam.

b. Aspek kerahasiaan. Meskipun sidang pengadilan bersifat publik, mediasi
tetap sepenuhnya rahalsia. Tidak seorang pun kecuali pihak yang
bersengketa dan mediator mengetahui alpal yang terjadi. Kerahasiaan
dallam mediasi memiliki kepentingan sedemikian rupa sehingga dallam
kebanyakan kasus sistem hukum tidak dapalt memalksa mediator untuk
bersaksi di pengadilan mengenai konten atau kemajuan mediasi. Banyak
mediator memusnahkan catatan yang mereka buat selama mediasi
setelah mediasi selesai. Satu-satunya pengecualian terhadap kerahasiaan
ketat tersebut bialsanya melibatkan pelecehan analk aftalu tindakan
kriminal yang sebenarnya atalu yang diancam. Kontrol—Mediasi
meningkatkan kontrol yang dimiliki paral pihak atals penyelesaian. Dalam
kasus pengadilan, palra pihak memperoleh penyelesaian, tetapi kontrol
beradal di tangan hakim atalu juri. Sering kali, hakim attalu juri secara

hukum tidak dajpat memberikan solusi yang muncul dallam mediasi.
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Dengan demikian, mediasi lebih mungkin menghasilkan hasil yang
disetujui bersama oleh palra pihak.

. Aspek kepatuhan. Karena hasil dicapai oleh para pihak yang bekerja
salmal dan disetujui bersamal, kepatuhan terhadap perjanjian yang
dimediasi biasanyal tinggi. Hal ini selanjutnya mengurangi biaya, karena
para pihak tidak perlu mempekerjakan pengacara untuk memaksakan
kepatuhan terhadalp perjanjian. Namun, perjanjian yang dimediasi
sepenuhnya dajpat ditegakkan di pengadilan.

. Aspek kebersamaan. Palra pihak dalam mediasi biasanya siap untuk
bekerja sama menuju penyelesaian. Dalam sebagian besar keadaan, fakta
bahwal palral pihak bersedia untuk melakukan mediasi berarti mereka siap
untuk “menggerakkan™ posisi. Dengan demikian, palra pihak lebih mudah
menerima untuk memahami sisi pihak lain dan bekerja pada masalah
yang mendasari perselisinan. Hal ini memiliki manfaat tambahan karena
sering kali menjaga hubungan yang dimiliki palra pihak sebelum
perselisihan.

. Aspek dukungan. Mediator dilatih dalam menangani situasi yang sulit.
Mediator bertindak sebagai fasilitator netral dan membimbing palra pihak
melalui proses tersebut. Mediator membantu palral pihak berpikir "di luar
kotak™ untuk kemungkinan solusi altals perselisihan, memperluas

jangkalualn solusi yang mungkin.
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Berdasarkan pembahasan di atas maka, esensi mediasi penal sebagai
upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice di Lapas Terbuka Kelas
II B Kabupaten Kendal sangalt vital dan dibutuhkan guna mengatasi
permasalahan yang aldal selamal ini sehingga visi dan misi instansi bisa
tercapai dan terseleraskan dengan baik. Selain itu, adanya mediasi penal
yang memberikan banyak kelebihan dalam pelaksanaannya tetapi ini juga
bentuk implementasi pengalamahn paldal Sila keempat Pancalsila yang
berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan dan Perwakilan . Sila tersebut ini mengajarkan kepada
kital untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawalrah,
mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama (kekeluargaan). Sila ini kemudian diadopsi dalam
penyelesaian suatu perkara pidana perlu dipikirkan secara bijak prosesnya
dan musyawarah merupakan yang juga budaya asli bangsa Indonesia agar
diterapkan menyelesaikan suatu konflik yang belum memiliki payung

hukum kuat melalui mediasi penal.

B. Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya
restorative justice di Lapals Terbuka Kelas I B Kabupaten Kendal.

Indonesia adallah negara hukum sesuai yang telah tercantum padal

pasal 1 alyat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwal “Negara Indonesia

adallah negara hukum”. Hukum sangatlah penting bagi kehidupan berbangsa

dan bernegara karena semua perbuatan dan tindakan berlandaskan kepada
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hukum yang telah diatur paldal undang-undang.*% Penegakan hukum juga
sangat dipengaruhi oleh interpretasi yang ketat terhadap ketentuan hukum
yang tertulis. Oleh karenal itu, pengaruh dari pendekatan formalistik ini
dapat memengaruhi bagaimahna undang-undang dibentuk dan bagaimana
hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Secalra singkat, Indonesia
masih mengikuti tradisi hukum positivistis yang melibatkan penggunaan
teks hukum yang jelas dan tegas dalam proses perundang-undangan dan
penegakan hukum. Pendekatan ini memiliki kelebihan dallam memastikan
kejelasan hukum, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan dalam
interpretasi dan fleksibilitas hukum terutama dallam situasi yang kompleks
atalu berubah-ubah.

Pendekatan alternatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi
korban dallaim memperoleh kompensasi, restitusi, dan bantuan adalah
melalui mekanisme mediasi penal. Namun, hukum pidanal positif Indonesia
padal dasarnyal tidak mengatur penyelesaian kasus pidanal di luar proses
peradilan. Meskipun demikian, dallaim praktiknya, kasus pidanal sering
diselesaikan secara ekstrayudisial melalui lembagal adat, penyelesaian
bersama aintalral palral pihak, dan tindakan diskresioner alpalralt penegak
hukum. Situasi salatt ini menyiratkan balhwal kasus pidanal tertentu tidak
diproses dalam sistem peradilan pidana karena tercapainya perdamaian

antalra palra pihak yang terlibat. Dalam kasus lain, meskipun telah terjadi

195 Lisi, “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
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perdamalian, kasus tersebut masih dalpat dilanjutkan tetapi dengan
perdamaian yang berfungsi sebagali faktor yang meringankan dalam
penjatuhan hukuman, hal itu dapalt berkontribusi pada masalah disparitas
penjatuhan hukuman. Hasil akhir dari Sistem Peradilan Pidana sering kali
menghasilkan tantangan baru, seperti kelebihan populasi di fasilitas
pemasyarakatan. Persoalan tersebut dapat diatasi apabila disediakan ruang
bagi penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi penal 1%,

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum ALcalral Pidana (KUHAP)
telah lamal tidak mengakui penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-
litigasi, namun tetap salja penggunaan jalur -non-litigasi untuk
menyelesaikan tindak pidana menunjukkan bahwal mekanisme ini telah
diterima oleh aparat penegak hukum. Hal ini semakin menegaskan perlunya
pengembangan penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi,
khususnya dallam bentuk Mediasi penal. Inti persoalannya muncul ketika
rasa keadilan terganggu, terutama dalam situasi penegakan hukum yang
ketat terhadap pelaku tindak pidana anak dan anak-anak nakal, yang sangat
kontras dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana berat seperti
korupsi, pencucian uang, terorisme, dan lain-lain. Dalam kasus tindak
pidana berbasis pengaduan, tampaknya tidak aldal masalah yang signifikan,
karena korban memiliki kesempatan untuk menarik kembali pengaduannya

berdasarkan rekonsiliasi dan kompensasi. Namun, untuk tindak pidana
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umum, penerapan mediasi penal sepenuhnya bergantung pada kewenangan
diskresioner ajparat penegak hukum, yang dapat mengancam keadilan jika
kewenangan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.

Mediasi penal sangat penting sebagai perantara dalam penyelesaian
kasus pidana melalui rekonsiliasi antaral pelaku dan korban. Mediasi penal,
yang umumnya dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR),
aldallalh bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang secara
tradisional digunakan dalam kasus perdata. Disebut juga sebagai Mediasi
Korban-Pelaku atalu Pengaturan Pelanggar-Korban, karena utamanya
memfasilitasi pertemuan antara pelaku kejahatan dan korban. Akibatnya,
mediasi penal terkait erat dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif
melibatkan penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga masing-masing, dan pihak terkait lainnya dalam upaya kolektif
untuk menemukan penyelesaian yang adil, dengan fokus padal pemulihan
keadaan semula daripada pembalasan *”'.

Konsep ini memunculkan istilah AIDR atalu Mediasi penal, yang
lebih memenuhi tuntutan keadilan dan relatif lebih efisien. Oleh karena itu,
peran mediator dalam mediasi penal sangat penting secara strategis dalam
penyelesaian kasus pidana. Menyadari bahwa tujuan pemidanaan tidak
hanyal sebatas pembalasan, tetapi juga mencakup pemulihan hubungan
antalral pelaku dan korban, konsep keadilan restoratif, khususnya dalam

bentuk diversi, memperoleh legitimasi dengan diundangkannya Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Alnak. Hal ini
merupakan langkah signifikan dalam pembaruan hukum pidana,
dibuktikan lebih lanjut dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama
(Nokersber) paldal tahun yang samal antara Ketua Mahkamah Agung,
Menteri Hukum dan Hak Alsalsi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala
Kepolisian Negalra Republik Indonesia.

Kesepakatan ini membahas tentang penerapan pedoman tindak
pidana ringan, pengenaan denda, percepatan prosedur pemeriksaan, dan
penerapan Keadilan Restoratif. Nokersber merupakan tindak lanjut dari
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian
Ambang Batas Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda dalam Kitab
Undang-Undang Hukum ALcalral Pidana. Melalui kedua ketentuan tersebut,
keadilan restoratif dan mediasi penal diakui sebagai mekanisme non-litigasi
yang sah untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak di
bawah umur dan tindak pidana ringan. Pelaksanaan mediasi penal
tampaknya menghadapi tantangan tahap kedua, karena persepsi masyarakat
tentang keadilan masih belum mantap akibat keterbatasan penerapan
mediasi penal dan keadilan restoratif, serta belum adanya mekanisme yang
jelas dalam pelaksanaannya padal tahap penyidikan dan penuntutan.

Situasi tersebut menyebabkan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negalra

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak
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Pidana Berbasis Keadilan Restoratif. Namun, efektivitas mediasi penal,
yang dipandang sebagali solusi potensial untuk malsalah kompensasi,
restitusi, dan bantuan bagi korban, kini menghadapi tantangan ketiga.
Peraturan yang aldal dikritik karena tidak memberikan kepastian hukum
mengenai penegakan perjanjian mediasi penal, menciptakan tumpang tindih
peraturan di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan gagal mengakomodasi
jenis pelanggaran lain yang herpotensi diselesaikan melalui mediasi penal.
Akibatnya, kekurangan ini menghambat pemberian keadilan dan manfaalt
bagi korban pelanggaran pidana lain yang mencari kompensasi, dan juga
menimbulkan kekhawatiran tentang kredibilitas mediator.

Mediasi penal belum memiliki laindasan hukum dallam sistem
peradilan pidana Indonesia. Hanya' terdapat beberapa aturan tersirat yang
membuka kemungkinan dilakukannya mediasi. Tidak khusus untuk mediasi
penal. Dengan tidak adanya Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), palsall ini belum secdra jelas mendefinisikan kemungkinan
penyelesaian secara damai antara pelaku tindak pidana dan korban. Secara
umum Pasal 1 Alyait 7, Pasal 76 Alyat 1, Pasal 89 Alyat 4, dan Pasal 96
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Alsasi Manusia yang memberikan kewenangan kepada Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia untuk melakukan mediasi dalam perkara pelanggaran
hak asasi manusia dan anak terdapat dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Alnak.

Sedangkan secara operasional, ketentuan mengenai mediasi penal dapat

115



dilihat dallam Surat Kepalla Kepolisian Republik Indonesia Nomor
B/3022/X11/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan
Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1 Peraturan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman
Dasar Strategi dan Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat dalam Pelaksanaan
Tugas Kepolisian, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2002 tentang Pemberian Jaminan Hukum kepadal Debitur yang Telah
Menyelesaikan Kewajiban altalu Perbuatan Hukum terhadap Kewajiban
Debitur yang Belum Selesai Berdasarkan Penyelesaian Kewaljiban
Pemegang Saham.

Dengan demikian, mediasi penal tidak digunakan untuk segala jenis
tindak pidana atau kejahatan yang menyakinkan tindak pidana tertentu.
Mudzakkir mengemukakan pengelompokan ruang lingkup perkara yang
dapat diselesaikan melalui mediasi penal aldallalh sebagai berikut:2 al.
Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori delik aduan, baik delik aduan
absolut maupun delik aduan relatif. b. Pelanggaran hukum pidana yang
diancam dengan pidana denda dan pelaku telah- membayar denda (Pasal 80
KUHP). c. Pelanggalran hukum pidanal termasuk kategori “delik” bukan
“kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda. d. Pelanggaran
hukum pidana termasuk delik aduan di bidang hukum administrasi yang
menempatkan sanksi pidana sebagali ultimum remedium. e. Pelanggaran
hukum pidana yang bersifat ringan dan aparat penegak hukum

menggunakan kewenangan diskresionernya. f. Pelanggaran hukum pidana
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biasa yang dihentikan atalu tidak dilanjutkan ke pengadilan (deponir) oleh

Jaksa Algung sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya. g.

Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori pelanggaran hukum pidana

adat yang penyelesaiannya melalui lembaga adart %,

Proses mediasi pidanal di lapangahn terdapat berbagai model

pelaksanaan mediasi pidana. Model ini dikemukakan dalam “Explanatory

memorandum” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang

“mediation in penal matters” yang menyebutkan terdapat beberapa macam

model mediasi penal. Model tersebut ainaltalral lain 1%;

1.

Informal mediation; Model ini dilaksanakaln oleh personil peradilan
pidana (criminal justice personel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat
dilakukan oleh jalksa' penuntut umum dengan mengundang palral pihak
untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak
melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Palda model ini
dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation
officer) oleh pejabat polisi altalu hakim.

Traditional village or tribal moots. Menurut model ini seluruh
malsyalrakalt bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantalral
warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan
beradal di wilayah pedesaan/pedalaman. Alsaisnya, model ini

mendahulukan hukum balralt dan telah memberi inspirasi bagi
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kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi
modern sering mencoba memperkenalkan berbaga keuntungan dalri
pertemuan suku (tribal moots) dallam bentuk yang disesuaikan dengan
stuktur malsyalrakalt modern dan hakhak individu yang diakuinya
menurut hukum.

Victim offender mediation. Menurut model ini, mediasi antaral korban
dan pelaku merupakan model yang paling sering aldal dallam pikiran
orang. Model ini melibatkan berbagali pihak yang bertemu dengan
dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini.
Mediatornya dalpat dari pejabat formal, mediator independen, attalu
kombinasi. Mediasi ini dalpat dilakukan paldal setiap talhalpan proses,
baik tahalp kebijaksanaan kepolisian, tahalp penuntutan, tahalp
pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini aldal yang diterapkan
untuk semua tipe pelaku tindak pidanal, aldal yang untuk tipe tindak
pidanal tertentu (misalnya pengutilan, perampokan dan tindak
kekerasan). ALdal yang terutama ditunjukan padal pelaku anak, pelaku
pemula, tetapi aldal juga untuk delik-delik berat bahkahn untuk residivis.
Repalration negotiation programmes. Model ini semalta-maltal untuk
menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar
oleh pelaku tindak pidanal terhadap korban, biasanya padal salalt
pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan
rekonsiliasi antalral palral pihak, tetapi hanyal berkaitan dengan

perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana
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dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk
membalyar ganti rugi/kompensasi.

Community panel or courts. Model ini merupakan program untuk
membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan padal
prosedur malsyarakait yang lebih fleksibel dan informal dan sering
melibatkan unsur mediasi attau negosiasi.

Family and community group conferences. Model ini telah
dikembangkan di Alustralia dain New Zealand, yang melibatkan
partisipasi masyalrakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). tidak
hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga
pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi
dan hakim anak) dan paral pendukung korban. Pelaku dan keluarganya
diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan
memuaskan korban serta dajpat membantu untuk menjaga si pleaku

keluar dari kesusuahan/ persoalan berikutnya.

Alpabila merujuk pada kasus yang aldal Lapas Terbuka Kelas 11 B
Kabupaten Kendal untuk proses pelaksanaan mediasi penal lebih cocok
dengan victim offender mediation model. Model ini merupakan sebuah
proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan korban
dan pelaku kejahatan yang bertujuan untuk memungkinkan kedua belah
pihak berkomunikasi secara langsung, membahas dampak

kejahatan, dan mencari cara untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan
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oleh kejahatan tersebut. Selain itu, model tersebut memiliki tujuan utamal
untuk memulihkan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi pelaku
kejahatan sehingga dalpat memperbaiki hubungan aintara korban dan
pelaku. Model ini melibatkan berbagali pihak yang bertemu dengan
dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini.
Mediatornya dapat dari pejabat formal, mediator independen, aftalu
kombinasi. Mediasi ini dapat dilakukan padal setiap tahapahn proses, baik
tahap kebijaksanaan kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau
setelah pemidanaan.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Murwoto selaku
Kepala subseksi perawatan napi/anak didik di Kantor Lapas Terbuka Kelas
Il B Kendal pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 yang menyatakan bahwa
Mediasi penal menawarkan beberapa keuntungan dalam menyelesaikan
sengketa pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan
pelanggaran ringan dan kasus-kasus yang menekankan prinsip-prinsip
keadilan restoratif. Mediasi dapat menghasilkan hasil yang lebih
memuaskan, mengurangi stres emosional, dan lebih hemat biaya daripada
proses pengadilan tradisional. Utamanya adalah pemberdayaan dan
rekonsiliasi korban dengan mengatasi kerugian yang ada Mediasi penal
menyediakan wadah bagi korban untuk mengungkapkan dampak
kejahatan dan bagi pelaku untuk memahami konsekuensi tindakan mereka.
Kondisi ini menjadikan keadilan restoratif dalam mediasi memfasilitasi

rekonsiliasi dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, daripada
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hanya berfokus pada hukuman semata 1°.

Di sisi lain, pendapat lain yang disampaikan oleh Roni Darmawan
selaku Kepala lembaga pemasyarakatan Terbuka kelas |l B Kendal bahwa
mediasi penal selain memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi korban

dan pelaku, karena mereka memiliki hak untuk bersuara dalam
menyelesaikan masalah. Model ini juga dapat menghemat biaya dan waktu
yangmana mediasi menghindari biaya yang terkait dengan proses
pengadilan, termasuk biaya pengacara dan pengeluaran pengadilan.
Kondisi ini menjadikan upaya penyelesaian yang lebih cepat karena
mediasi dapat menjadi cara yang lebih cepat dan lebih efisien untuk
menyelesaikan perselisinan dibandingkan dengan sistem pengadilan
tradisional. Demikian ini menjadikan sebagai Solusi yang fleksible dan
personal karena mediasi memungkinkan pengembangan perjanjian yang
disesuaikan yang membahas kebutuhan khusus para pihak yang terlibat
sehingga proses ini dapat membangun landasan bagi pemecahan masalah
di masa depan, yang mendorong hubungan dan kerja sama yang positif!!!.
Di sist fain mediasi pelaku-korban (victim offender mediation),
menjadi model ideal untuk penangan kasus di kantor Lapas Terbuka Kelas
I B Kabupaten Kendal dengan kategori kerugian ringan. Pilihan terhadap
victim offender mediation karena memiliki keunggulan dibandingkan

dengan model restoratif lainnya. Pertama, model ini tidak melibatkan

10 Murwoto, “Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas Il B
Kabupaten Kendal.”

Darmawan, “Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B
Kabupaten Kendal.”
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banyak pihak dalam arti pihak yang dilibatkan dalam mediasi sebatas pada
mereka yang memiliki kepentingan langsung yaitu pelaku-korban dan
mediator. Kedua, limitasi pelibatan para pihak akan mengurangi gesekan
pendapat dan kehendak serta akan berimplikasi pada percepatan proses
perdamaliian. Ketiga, praktik di dunia internasional model ini terbukti
berhasil mencapai kesepakatan sah tanpa melalui pengadilan dan
menghindari penumpukan perkalral.

Model victim offender mediation jika diterapkan palda Kantor
Terbuka Lapas Il B Kabupaten makal selaras dengan konsep Restorative
justic. Alpabilal terjadi suatu tindak pidainal oleh seseorang (termasuk
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya
penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat
yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korba dan orang tua pelaku
untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal
demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa
Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu
musyarawah mufakat'*?, Musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai
kedamaian, sehingga antaral pelaku dan korban tidak aldal dendam dan
korban dalpat dipulihkan.

Musyawalrah mufakat dalam konteks Restorative justice bisa

dilakukan dengan cara, antaral lain: mediasi, pembayaran ganti rugi,

12 |, Malulana and M. Algustal, “Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia,” Datin
Law J., vol. 2, no. 2, p. 49, 2021, [Online]. Alvalilable: https://ojs.umb-
bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734
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ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan
pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam maisalah ini, misalnya polisi,
pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian
ini tidak aldal sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka
selanjutnya penyelesaian malsalah tersebut diproses secara mekanisme
pengadilan yang aldal (litigasi).!'® Restorative justice bertujuan untuk
memberdayakan palral korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk
memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan
kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan
bermalsyarakat menjelaskan balhwal konsep Restorative justice padal
dasarnya sederhana. Restorative justice merupakan teori keadilan yang
menekan kan padal pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan
pidana.

Selain itu, selaras dengan teori kepalstiain hukum oleh Gustav
Radbruch yang menyaltakan bahwal sesuatu yang dibuat pasti memiliki
cital alltallu tujuan.*** Tradisi pallrall alhli hukum menghendaki allgallr hukum
memiliki serba kepalstian yang tinggi, mereka tidak dalpalt bekerja alltallu
tampil secalral tidak pasti.*'®> Kepalstian hukum terbagi menjadi dual sudut
pandang, yaitu kepastian yang terdapat dallaim hukum dain kepastian

disebabkan oleh hukum. Kepalstian dallalm hukum menjelaskan bahwa
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hukum tidak boleh mengandung interpretasi yang berbeda-beda, karena
dalpat mengakibatkan masyalralkalt tidak mematuhi hukum. Kepastian yang
disebabkan oleh hukum memiliki maksud balhwal hukum yalng
menyebabkan suatu kepastian, melalui produk hukum, alldall jaminan bagi
kepastian yang terciptal

Maka dengan adanya model victim offender mediation dalam
penangan perkara di kantor Lapals Terbuka Kendal 11 B dapat memberikan
adanya kepastian hukum melalui adanya penyelesaian sengketa yang
mampu memberikan keadilan atas putusan yang dihasilkan. Artinya
bahwa adal jaminan balhwal hukum dijalainkan, balhwal yang berhak
menurut hukum dalpalt memperoleh halknyal dain balhwal putusan dalpalt
dilaksanakaln. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel
terhadalp tindakan sewenang-wenang yang berati balhvval seseorang allkalln
dalpalt memperoleh sesuatu yang diharapkain dallalm kealdalaln tertentu.
Hukum bertugas menciptakan kepalstiain hukum kalrenal bertujuan untuk
menciptakan ketertiban dallaim malsyarakat. Kepastian hukum merupakan
ciri yang tidak dalpait dipisahkan dari hukum terutamal untuk norma hukum
tertulis. Hukum talnpal nilai kepalstian hukum allkalln kehilangan malknal
karena tidak lagi dalpalt dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.!'
Hal ini selaras dengan Palsall 28D allyallt (1) yang tercantum didallaim UUD
1945 mengatur “halk setialp orang untuk diakui, dijamin, dilindungi, daln

diberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sallmall tanpa

116

Wantu, “Antinomi Dalllallm Penegakanhukumoleh Hakim.”

124



adanya perbedaan di hadapan hukum”

Dengan demikian bahwa mediasi penal sangat cocok untuk
diterapkan di kantor Lapals Terbuka Il B Kendal dengan beragam
keuntungan, seperti: prosesnya yang bisa dilakukan secaral informal dan
fleksibel sehingga pengalcara tidak diperlukan. Tidak aldal aturan formal
tentang bukti dan tidak aldal saksi. Aspek kerahasiaan terjaga, karena
mediasi adalah proses rahalsia sehingga mediator tidak akaln
mengungkapkan informasi alpal pun yang terungkap selama mediasi. Sesi
tidak direkam atau ditranskripsi. Paldal akhir mediasi, mediator
menghancurkan semua catatan yang mereka buat selama sesi mediasi. Di
samping itu juga cepat dan murah pelaksanaanya sehingga ketika paral
pihak ingin-melanjutkan bisnis dan kehidupan mereka, mediasi merupakan
pilihan yang dapat dipertimbangkan. Mediasi umumnya membutuhkan
waktu lebih sedikit untuk diselesaikan, sehingga memungkinkan
penyelesaian lebih awall daripada yang mungkin dilakukan melalui
investigasi.

Selain itu, mediasi umumnya menghasilkan atalu mendorong
sehingga tingkat kontrol palral pihak yang lebih besar. Palral pihak yang
menegosiasikan penyelesaian mereka sendiri memiliki kontrol lebih besar
atas hasil perselisihan mereka. Para pihak memiliki hak yang sama dalam
proses tersebut. Tidak aldal penentuan kesalahan, tetapi palral pihak
mencapai resolusi yang disetujui bersamal untuk konflik mereka. Terakhir

dengan adanya mediasi penal makal dapat melestarikan hubungan yang
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terjalin. Banyak perselisihan terjadi dalaim konteks hubungan kerja yang
sedang berlangsung. Penyelesaian yang dimediasi yang membahas
kepentingan semua pihak sering kali melestarikan hubungan kerja dengan
caral yang tidak mungkin dilakukan dalam prosedur pengambilan
keputusan menang/kalah. Mediasi juga dapat membuat pemutusan
hubungan kerja lebih bersahabat. Inti dari mediasi penal adalah adanya
hasil yang memuaskan bersama. Para pihak pada umumnya lebih puas
dengan solusi yang mereka ciptakan sendiri, dibandingkan dengan solusi
yang dipaksakan oleh pengambil keputusan pihak ketiga. Kondisi
demikian makal dajpat membantu Kantor L ajpals Terbuka Il B ke depannya
dallam menganani perkakra lebih terarah dan jelas sehingga dapalt
melaksanakan pembinaan dan pembimbingan bagi walrga binaan
pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia

(HAM).
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dalam hal ini penulis telah

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Mediasi penal memiliki peranan vital penanganan perkara yang aldal di
Lapals Terbuka Kelas Il B Kabupaten Kendal. Hal ini dikarenakan
mediasi penal dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban
dengan penengah alparalt hukum yang bertujuan untuk merestorasi
kembali pelaku ke drah yang lebih baik dan dapalt diterima kembali di
masyarakat secara sosial bersama dengan keadilan restoratif yang
hakikatnya memberi hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut
bersifat mendidik sehingga memberi malnfalat baik kepadal pelaku
maupun korban. Penyelesaian suatu perkara dengan mengutamakan
musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
(kekeluargaan) merupakan budaya asli baingsal Indonesia algalr
diterapkan menyelesaikan suatu konflik yang belum memiliki payung
hukum kuat sebagaimana pada sila ke 4 Pancasila. Makal implementasi
adanyal mediasi penal dapat mendukung wujudnya keadilan restorative
yang ideal paldal kantor tersebut.

Pelaksanaan Mediasi Penal dallam mewujudkan restorative justice di

Lapass Terbuka Kelas Il B Kabupaten Kendal dapat dilakukan dengan
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model victim offender mediation. Model ini ideal di implementasikan
karena dapat memberikan kepastian hukum dan memiliki keunggulan
lainnya; a. model ini tidak melibatkan banyak pihak dalam arti pihak
yang dilibatkan dalam mediasi sebatas pada mereka yang memiliki
kepentingan langsung yaitu pelaku-korban dan mediator. b. limitasi
pelibatan para pihak akan mengurangi gesekan pendapat dan kehendak
serta akan berimplikasi paldal percepatan proses perdamaian dan c.
praktik di dunia internasional model ini terbukti berhasil mencapali
kesepakatan sah tanpa melalui pengadilan dan menghindari

penumpukan perkara.

B. Sdran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di atas, malkal penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Untuk pemerintah, terkhusus pembuatan peraturan yaitu DPR agar
merekonstruksi mediasi penal dapalt efektif dallam penyelesaian kasus
pidana dengan fokus paldal keadilan dan kepastian hukum malkal perlu
aldalnyal perubahan budaya sangat penting di masyarakat. Perubahan ini
melibatkan perubahan paradigma yang berlaku untuk mengakui mediasi
penal sebagai solusi yang tepat untuk kasus-kasus rumit di malnal korban
salngat membutuhkan pemulihan dain kompensasi. Selain itu, untuk
mengkaji ulang terkait substansi hukum memerlukan perumusan ulang

yang Kritis, seperti menyelaraskan persyaratan keadilan restoratif paldal
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tahap penyelidikan dan penuntutan, mewajibkan pembalyaran
kompensasi penuh sebelum mengeluarkan perintah untuk menghentikan
penyelidikan atau penuntutan, dan memastikan bahwal implikasi hukum
dari penghentian kasus berdasarkan keadilan restoratif bersifat final dan
mengikat. Lebih jauh, memperluas kriteria untuk pelanggaran lain yang
memenuhi syarat untuk mediasi pidana sangalt penting, dengan fokus
padal keadilan dan manfaat bagi korban dan pelaku. Pendekatan ini akan
membantu menyelaraskan praktik mediasi penal dengan tujuan yang
lebih luas yaitu keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan
masyarakat.

Untuk Kantor Lapas Terbuka Kelas Il B Kendal agar melakukan
diseminasi- hukum terkait urgensi mediasi penal dalam mewujudkan
keadilan restorative dalam pelaksanaan program kerja sehingga ke
depannya dalam pengelolaan narapidana dapat efisien dan efektif. Di sisi
lain, perlu diberikan pelatihan khusus untuk pejabat pelaksanaan dalam
mendukung proses pekerjaan agar bisa sesuai dengan tupoksi dengan
baik serta program tercapal sesuai tujuan Yyang ditetapkan oleh

pemerintah.
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